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Puji dan

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa

syukur kita panjatkan

atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya,
sehingga dokumen Perubahan Rencana
Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan
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Perubahan Renstra Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ini menjabarkan RPD Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2023-2026 .

Selain itu dalam rangka akuntabilitas
kinerja kepada masyarakat, Penyusunan
Perubahan Renstra ini juga dilakukan
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pencapaiannya.
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BAB |

PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Sesuai hasil reviu APIP atas dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-
2026, Berita Acara Awal Dana Keistimewaan Tahun 2023 yang telah disesuaikan dalam
RKPD 2023 dan KUA PPAS TA 2023 dan indikator program/kegiatan/sub kegiatan
penunjang urusan pemerintahan yang masih perlu disesuaikan, maka perlu dilakukan
perubahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

berlaku mutatis mutandis.

Pada Tahun 2022, saat ini masa jabatan Bupati dan Wakil bupati di Kabupaten
Kulon Progo akan berakhir, sedangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilakukan
serentak pada Tahun 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, bagi
Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada Tahun 2022,
mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Walikota yang masa Jabatannya Berakhir
Tahun 2022 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 tersebut sebagai acuan Organisasi Perangkat

Daerah dalam menyusun. Perubahan Rencana Strategis OPD.

Berdasarkan hal dimaksud Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menyusun Perubahan Rencana Strategis

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-36.



Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2023-36 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo untuk periode
2023-2026 sebagai acuan dalam proses perencanaan teknis operasional yang memuat
tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kulon Progo yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka
waktu empat tahun.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kulon Progo Tahun 2023-2026 juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang
terkait, seperti RTRW, Perubahan Renstra Kementerian Sosial ,Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perubahan Renstra Dinas Sosial DIY
serta sejumlah dokumen terkait lainnya.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,

yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Fungsi Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan
melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan
maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan
untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Perubahan Renstra dimulai
dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan
kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan Perubahan
Renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Perubahan Renstra
tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan
RPD. Dalam hal ini Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo disusun untuk digunakan pada masa transisi

perencanaan selama



4 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen
perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Perubahan
Renstra secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Perubahan Renstra dapat

dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1.

Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Renstra PD secara umum
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Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana
Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;



16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum
Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);

20. Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
tugas Fungsi, dan Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026

13. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun
2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman
perencanaan kegiatan dan operasional kegiatan Perangkat Daerah yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo selama
kurun waktu empat tahun kedepan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan
peraturan perundang- undangan yang terbaru.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:
1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan Kkegiatan

pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan



fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disesuaikan

dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

2) Sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan Kkegiatan Dinas Sosial

3

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun empat
tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Memberikan pedoman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

14. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anaki Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :
BAB. | PENDAHULUAN
Pada bagian ini mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB. I GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial PPPA
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial PPPA
BAB. Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PPPA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.2. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah



34. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial PPPA pada Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023 -2026
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

memuat strategi dan kebijakan pembangunan Dinas social dan PPPA tahun
2023-2026 Kabupaten Kulon Progo.

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN
memuat Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Periode
2023-2026.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
memuat indikator kinerja Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun
2023-2026.

BAB. VIl PENUTUP
memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra

Dinsos PPPA Kabupaten Kulon Progo.



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon
Progo merupakan salah satu OPD yang penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahyang
mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas pembantuan.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas
mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;

b.  penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang sosial pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial; ( diganti
di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial )

d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan social (diganti
di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin)

e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan

dan pengarusutamaan gender;



f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;

g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 108
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata
Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat

diamati pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo
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Sumber : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 108 Tahun 2021.



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak

Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Kelompok substansi Pserencanaan.
C. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
3. Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
2. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
1. Kelompok substansi Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
2. Kelompok substansi Pemberdayaan Perempuan.
f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
1. Kelompok substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
2. Kelompok substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Uraian Tugas dari masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.



Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;

10.

11.

perumusan kebijakan Sekretariat;

pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan perpustakaan;

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;

pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;

pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas Dinas;

pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;

pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan
sistem pengendalian intern pemerintah;

pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas
Sekretariat;

dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang

tugasnya.



Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas

merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan

pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

mempunyai fungsi:

1.

penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Jaminan dan
Rehabilitasi Sosial;

perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial,
pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan
dan jaminan sosial;

pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi
sosial;

pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan
sosial;

pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang
Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;

pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Jaminan dan
Rehabilitasi Sosial;

pembinaan dan pengoordinasian kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang
Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;

pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Untuk menjalankan ketugasan Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
didukung oleh Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan
Sosial serta Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
1. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin ;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penanganan
fakir miskin;
4. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan
sosial;
5. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ;
6. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
7. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

dan



8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya.
Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
didukung oleh Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Seksi Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan.
Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender mempunyai fungsi:
1. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Pengarusutamaan Gender;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan
pengarusutamaan gender;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerjadan kebijakan teknis penguatan
pengarusutaman gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
4. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan
perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik serta kualitas

keluarga;



5. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

6. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender;

7. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender didukung oleh beberapa kelompok substansi yaitu :
1. Kelompok Substansi Penguatan Pengarustamaan Gender;
2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan.
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan
kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas hidup dan
pemenuhan hak anak.
Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai
fungsi:

1. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan

dan Anak;

2. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;



3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis peningkatan
kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak;
4. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan;
5. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis peningkatan
kualitas hidup anak;
6. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Perempuan dan
Anak;
8. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas di Bidang Perlindungan Perempuan dan anak didukung oleh
Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan
Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kulon Progo Tahup 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



NO

Sumber

N

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

ORGANISASI

Kepala

Sekretariat

Bidang
Perlindungan
Jaminan dan
Rehabilitasi Sosial

Bidang
Pemberdayaan
Sosial dan
Penanganan

Fakir Miskin

Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan
Gender

Bidang
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

Jumlah

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Tahun 2021

Kepala
Sekretariat

Bidang
Perlindungan
Jaminan dan
Rehabilitasi Sosial

Bidang
Pemberdayaan
Sosial dan
Penanganan Fakir

JFU

14

Tabel 2.2.1

JFT

8

1

Tabel 2.2.2

ESELO
N

5

6

JUMLAH

34

: Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2021

00



Miskin
5 | Bidang - - 1 0 1 1 3
Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan
Gender

6 | Bidang - - 1 1 0 1 3

Perlindungan
Perempuan dan

Anak
7 Tenaga JFT?*) 6 2 8
Jumlah 0 0 9 1 17 7 34

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2021

Tabel 2.2.3
Jumlah SDM berdasarkan Analisis Kebutuhan Pegawai Tahun 2021

NO JABATAN HASIL KETERANGAN
ANALISIS
JABATAN
B K -I+
1 Jabatan 1 1 Sudah sesuai kebutuhan
Pimpinan
Tinggi
2 Jabatan 5 5 0 Sudah sesuai kebutuhan
Administrator
3 Jabatan 6 6 0 Sudah sesuai kebutuhan
Pengawas
4 Jabatan 14 45 -29 Belum susiai kebutuhan
Pelaksana
5 Jabatan 8 33 -25 Belum sesuai kebutuhan
Fungsional
JUMLAH 36 90 -54

Sumber : Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2021

Dari hasil analisis jabatan tersebut dapat diketahui bahwa kondisi sumber daya

manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten



Kulon Progo masih sangat kurang terutama kebutuhan terutama jabatan pelaksana dan

jabatan fungsional.

Sarana dan Prasarana Pendukung
Kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.4 :
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2021

1 Mobil Roda empat (4) 7 unit 7 unit 1
Unit
2 Motor Roda Dua (2) 9 unit 9 unit 2
Unit
3 Scanner 1 buah 1 -
buah
4 Mesin ketik 1 bh 1 bh -
5 Finger Scan 1 bh 1 bh -
6 Filing Kabinet 10 bh 10 bh -
7 Almari 24 bh 24 bh -
8 Meja 63 bh 63 bh -
9 Kursi 86 bh 86 bh -
10 Tempat Tidur Kayu 4 unit 4 unit -
11 Rak Arsip 1 bh 1 bh -
12 Tempat Tidur bayi 1 bh 1 bh -
13 Jam Dinding 3 bh 3 bh -
14 Mesin Cuci 1 bh 1 bh -
15 Kulkas 1 bh 1 bh -
16 AC 10 bh 10 bh -
17 Kipas Angin 5 bh 5 bh -

18 Kompor Gas 1 bh 1 bh -



19 Rak piring 1 buah 1
buah
20 Rice Cooker 1 bh 1 bh



21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

Televisi

Wereless

Jemuran

Kamera

Komputer

Laptop

printer

Tablet

Proyektor

Pesawat rek HT
Speker

Bax Telpon

Handie talkie
Fixemile

Alat Pemadam kebakaran
Router

Whiteboar
Loaspeaker

Truk Roda enam (6)
Kendaraan roda tiga
(3)Pinjam Pakai

Sepeda Motor(pinjam
pakai)
Dispenser

Alat Foging

1 bh
4 bh
1 bh
1 bh
17 bh
7 bh
17 bh
38 bh
3 unit
1 bh
1 bh
1 bh
14 bh
1 unit
4 unit
1 unit
3 bh
1 bh
4 unit

1 unit

1 unit

100
buah
14
buah

Sumber : Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2021

1 bh -
4 bh -
1 bh -
1 bh -
17 bh 1
7 bh -
17 bh 1
38 bh
3 unit
1 bh
1 bh
1 bh
14 bh
1 unit
4 unit
1 unit
3 bh
1 bh
4 unit

1 unit

1 unit
100 buah
14 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017-2022

Taroe Realisasi Rasio
o 9 | Target Perubahan RPJMD Tahun ke- | Capaian Realisasi Capaian Tahun ke- Capaian Rasio Capaian Tahun ke-
wal
) Target Awal Awal
No. Indikator Satuan KK Ket
(transisi) 1 2 3 4 5 (transisi) 1 2 3 4 5 |(transisi) [ 1 2 3 4 5
Tahun | Tahun|Tahun|Tahun| Tahun| Tahun| Tahun [Tahun | Tahun|Tahun|Tahun|Tahun| Tahun [Tahun |Tahun | Tahun|Tahun| Tahun
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
I |Indikator Kinerja Kunci
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang
1menggunakan data statistik dalam menyusun % 100 = = = 100 | 100 | 100 - - - 100 | 100 - - - - 1 1 IKK baru
perencanaan pembangunan daerah
Persentase PD yang menggunakan data statistik N
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 | 100 100 100 100 ! ! KK baru
Il |Indikator Kinerja PD
R e e aeelpencapaian progaidisetiar) | P 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |101,34|9892 | - 1 1| 1 |10 | o099
perangkat daerah
Persentase jumiah sasaran perangkat daerah yang | -, 6923 | 7059 | 77,33|84,00| 9200 | 100 | 6393 |70.49 | 76,00 | 72,00 |6267| - 092 | 100|098 | 086 | 068
memenuhi target
Rata-al i
e P % 86,11 | 88,65 |97,50(98,30| 99,20 | 100 | 9428 |96,66| 97,70 [ 9648 |9369| - | 109 [100 | 1 | o098 [ 094
i}‘:gzhsa‘”a" novasiyang diakui oleh Pemerintah | i, nia wa | 28 | 55 | 85 | 115 | na 8 | 28 | 78 | o7 | - - - 100 | 142 | 124
Il Indikator Program PD
;er'gs:t"'aseCa”a'a"‘“'"'ah"“’g’a'"ya"g memenuhi | o, 7429 | 7523 | 82,05 (89,83 | 9344 | 100 | 7238 |76,15| 7265 [6807 [6311| - | 097 |10 |o089 | 076 | 068
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi | o, 8600 | 7358 85,96 |91,53|9508 | 100 | 6400 |8113| 7193 [66,10 |5002| - | 074 | 110|084 | 072 | 062
target bidang P 1an dan Kesra
v _
RO NG [ 6842 | 7250 | 72,50 |84,62| 90,00 | 100 | 7632 |6500 | 7250 [ 7436 |7000| - | 112 | o090 | 2,00 | 088 | 078
target bidang Sosial dan Ekonomi
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi | -, 57,89 | 68,75 |90,00|9500| 9524 | 100 | 8947 |87550 | 75,00 |61.90 [61,90| - 155 | 127 | 083 | 065 | 0,65
target bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
i e e S B PO % 96,29 | 96,89 |9850(99,00| 9950 | 100 | 97,09 |9804| 9799 [9422 |9425| - | 101 | 101|099 | 095 | 095
pembangunan
Program baru
6|Inovasi daerah yang masih eksis sativa - - 31 59 90 122 20 29 31 109 102 - - - 1,00 | 1,85 | 1,13 (Perubahan
RPIMD)
Indikator baru
7[Jumlah inovasi sativa = = 31 66 | 101 [ 136 20 29 31 109 | 142 = = = 1,00 | 165 [ 141 (Perubahan
RPIMD)
8| Cakupan pelayanan administrasi perkantoran % 20 100 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 100 - 5 1 1 1 1
oI RN T e, (G % 20 100 | 100 | 100 | 1200 [ 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 1200 | - 5 11| 1
kinerja
10|S3paian peningkatan sarana & prasarana kondisl |, 20 | 100 | 100 | 100 [ 200 | 100 [ 100 | 100 |13044| 100 |96,77 - 5 1|1 | 1 |oer
& kualitas SODM OPD

Pada tahun 2020 terdapat perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti yang disebutkan
pada tabel di atas. seluruh target Indikator Kinerja Kunci (IKK) baru telah tercapai 100% pada
tahun ke- 3 dan ke-4. Selain itu, terdapat penambahan program dan indikator baru pada
Perubahan RPIJMD 2017-2022 yang menggantikan indikator capaian tindak lanjut kerja sama.

Pada tahun transisi sampai tahun ke-3 Perubahan Renstra (2020), sebagian besar indikator
kinerja dan indikator program perangkat daerah memiliki rasio capaian yang tinggi dengan
beberapa indikator memiliki rasio capaian >1. Pada periode ini, terdapat indikator program bidang
pemerintahan dan kesra, program bidang sosial dan ekonomi, serta program bidang infrastruktur
dan pengembangan wilayah yang rasio capaiannya <0,9. Hal ini disebabkan karena capaian

indikator program-program tersebut dipengaruhi oleh program-program yang ada di OPD.




No.

1

Pada tahun ke-4 Perubahan Renstra (2021), sebagian besar indikator kinerja dan
indikator program PD memiliki rasio capaian =1. Indikator kinerja perangkat daerah lainnya yang
memiliki rasio capaian <0,9 merupakan indikator yang capaiannya dipengaruhi oleh capaian
program dan sasaran seluruh OPD. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya beberapa
program dan sasaran OPD yang tidak dapat tercapai. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti
adanya beberapa penyesuaian kebijakan dari pusat dan refocusing anggaran disebabkan oleh
adanya pandemi, kondisi perekonomian masyarakat terdampak covid-19, dan beberapa indikator
yang masih sulit dicapai oleh perangkat daerah.

Pada tabel 2.3.2 terdapat realisasi capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2018 -2021

Tabel 2.3.2
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2018-2021

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahu
Jenis Pelayanan Dasar
Targe Realisa Targ Realis Targe Realis Targe
t si et asi t asi t

Pelaksanaan Program Kegiatan bidang sosial :

a

Pemberian bantuan sosial bagi PMKS

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan
58.500 56.072 50.554 50.688 | 59.750 62.462 60.000

sosial dalam 1 tahun

Jumlah PMKS skala kabupaten/ kota 65.536
73.126 73.126 65.536 65.536 | 65.536

lam 1 tahun yan
dalal tahun yang -
seharusnya memperoleh

bantuan social

Persentase PMKS yang memperoleh
80% 76,67% 84,00 84,14% | 91,17% 95,31%
bantuan sosial untuk % 91.55 %

pemenuhan kebutuhan dasar
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
Social

Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang 004

menjadi peserta program pemberdayaan 8.430 8.576 8.849 9.565 9.049 9.565 9
masyarakat melalui KUBE atau kelompok
sosial ekonomi sejenis

Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang

seharusnya menjadi peserta program
8.430 8.430 22.090 22.090 | 22.090 22.090 22.090

pemberdayaan masyarakat melalui
KUBE atau kelompok sosial ekonomi
sejenis

skala kabupaten/kota

Persentase (%) yang menerima program
100% 101.73% 40,06 433% | 40,96% 43,30% 41,87
%

pemberdayaan sosial melalui %
kelompok Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok

n 2021

Reali
sasi

48.446

64.319

75.32 %

9.58

22.090

43,39
%



No.

Jenis Pelayanan Dasar

sosial ekonomi sejenis lainnya

2 Penyediaan sarana prasarana sosial :

a.

Penyediaan sarana dan prasarana
panti

Social

Jumlah panti sosial yang
menyediakan

sarana prasarana
pelayanan
kesejahteraan

social
Jumlah panti sosial yang seharusnya

menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan social
Persentase (%) panti sosial yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan social
Penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan luar panti

Jumlah WKSBM yang menyediakan
sarpras

pelayanan kesejahteraan sosial
Jumlah WKSBM yang

seharusnya menyediakan
sarpras pelayanan

kesejahteraan sosial
Persentase Wahana

Kesejahteraan Sosial Berbasis
Masyarakat (WKSBM) yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan

kesejahteraan sosial

3 Penanggulangan Korban Bencana :

a.

Bantuan sosial bagi korban bencana
Jumlah korban bencana

dalam 1 tahun yang

menerima bantuan sosial

selama

masa tanggap darurat
Jumlah korban bencana dalam 1

tahun yang seharusnya menerima
bantuan sosial

selama masa tanggap darurat
Persentase (%) korban bencana

yang menerima bantuan sosial

selama tanggap

Darurat
Persentase (%) korban bencana

yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat

Tahun 2018

Targ
et

19

23

85%

30

30

100%

18.93

18.93

100%

60%

Realis

asi

23

23

100%

30

30

100%

18.933

18.933

100%

0%

Tahun 2019
Targe Reali
t sasi
23 23
23 23
100% 100%
30 30
30 30
100% 100%
762 762
762 762
100% 100%

0%

Tahun 2020
Targ Realisa
et Si
23 23
23 23
100% 100%
30 30
30 30
100% 100%
762 762
2.838 2.838

100%

0%

100%

0%

Tahun 2021
Targe Reali
t sasi
23 2
3
23 2
3
100% 100%
30 30
3
0
30
100 100
% %
1798
1798

100%

0%



4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan
sosial bagi penyandang difabel fisik dan
mental serta lanjut usia (lansia) tidak

potensial :
a. Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Persentase (%) penyandan
(%) peny 9 40% 93.58%

b. difabel fisik dan mental serta
lanjut usia tidak potensial

yang telah menerima jaminan sosial
Sumber data : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2022

Pada awal Tahun 2020 dampak Pandemi Covid-19 sangat terasa pada seluruh
aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali aspek sosial ekonomi masyarakat. Pelaku
usaha yang sebagian besar adalah UMKM di Kabupaten Kulon Progo di berbagai sektor
mengalami penurunan penghasilan. Pada sektor pertanian yang terkena dampak antara
lain terdiri dari pedagang pasar, petani bunga krisan, dan petani perkebunan. Pada sektor
perikanan dan kelautan, dampak dirasakan oleh pelaku usaha perikanan terdiri dari

nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Pelaku usaha pariwisata antara lain terdiri dari pengelola homestay, pemandu
wisata, pemungut retribusi dan pengelola obyek wisata. Identifikasi terhadap sektor pasar,
industri/lusaha mikro kecil dan menengah yang terkena dampak Covid-19 terdiri dari
Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), pedagang pasar rakyat dan pelaku IKM di Kulon
Progo. Pelaku usaha sektor transportasi yang terdampak Covid-19 mengalami penurunan

omset, terdiri dari juru parkir, ojek online, ojek pangkalan, dan angkutan lainnya.

Program yang telah dilakukan dalam rangka pengurangan dampak pandemi
COVID-19 diantaranya pemberian edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan
fasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) bagi pelaku usaha, pemberian relaksasi kredit usaha,
pendampingan program kartu pra kerja, insentif pajak dan retribusi daerah, keringanan
biaya air dan listrik serta pemberian bantuan sosial tunai. Berikut ini rincian bantuan sosial
yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid- 19 di Kabupaten Kulon

Progo :



Tabel 2.3.3
Bantuan Sosial Dampak Pandemi Covid-19 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

No. enis Volume gymb
ansos Bana
1. Program 7.400 Rp. 3 APBN
Bantuan 600.00
Sosial 0,-
Fggr?t?gsan)
2. | Bantuan 9.911 Rp. 5 APBD
Langsung 300.00
Tunai 0,-
3. | Bantuan 10.610 Rp. 3 Dana Desa
Langsung 600.00
Tunai 0,-
4. | Bantuan 8 Rp. 3 Dau
Sosial 5 600.00 Kelurahan
0’_

Sumber : Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kulon Progo, 2021

Untuk Tahun 2021 Kabupaten Kulon Progo ( Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ) tidak menyalurkan Bantuan Sosial Dampak Pandemi Covid 19.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2021 terdapat kasus 113 kasus
kekerasan yang ditangani. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan
Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). Terlayaninya kasus
kekerasan tersebut didukung adanya P2TP2A dan komitmen dari jejaring PK2PA untuk
meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta
kerjasama yang baik dengan Forum penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat
DIY. Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring
Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) selama tahun
2019-2021 seperti tertera pada Tabel berikut.



Tabel 2.3.4

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring

Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA)

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021

2019

2020

2021

Jumlah Korban

berdasarkan jenis

Jumlah Korban

berdasarkan jenis

Jumlah Korban

berdasarkan jenis

layanandari layanan dari Jejaring layanan dari Jejaring
Jejaring Jejaring PK2PA PK2PA khusus PK2PA khusus
PK2PA khusus untuk&kasus untuk kasus$§ untuk kasus baru
baru 2 baru 2
O O
3 =
s | % :| Hs 3 2| kS| B § &
3 S = al 2 g = A S £ a)
£ = £ = £ 4
g n o il o <
3] 3] o 8
o o o [=
=
S
Polres 17 15 32 - 5 5 10 -
6 10 16
Polsek 0 10 10 - - - - -
RSUD Wates 10 4 14 - 5 6 11 5 1 6 -
Dinas Kesehatan 3 0 3 - 6 1 7 3 6 9 -
P2TP2A 17 15 32 44 29 75 | 104 16 | 53 69 23
Dinsos (Peksos) 0 0 0 - 2 5 7 0| 15 15 -
RS PKU Muh 1 0 1 - 2 0 2 - - - -
Nanggulan
RSUD Nyi Ageng 1 2 3 - 2 0 2 3 1 4 -
Serang
RS Swasta 0 0 0 - 2 1 3 - - - -
FPKK Kecamatan 0 0 0 - n.a. n.a | na. nal na| na -
Pengadilan Agama 14 20 34 - n.a. n.a | n.a. nal nal na -
Kemenag 0 0 0 - n.a. na |na na| nal na -
Puskesmas 1 0 1 - n.a. n.a | na. nal na| na -
PKBI 0 0 0 - n.a. n.a | na. nal naj| na -
FPK2PA 0 0 0 - n.a. n.a | na. najl nal| na -
Lembaga Lain 3 0 3 - n.a. n.a | na. najl nal na -
Jumlah 67 56 123 44 54 98 |152 32 | 81 | 113 23

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo,

2022

Sedangkan dilihat dari trend kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel di

bawabh ini.




No

Tabel 2.3.5
Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Jumlah
Keluarga di Kulon Progo
Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Korban Kekerasan terhadap

43 71 54 54 32
Perempuan
Korban Kekerasan terhadap

66 62 77 98 81
Anak
Jumlah Korban Kasus
Kekerasan terhadap 109 133 131 152 :1,’1
Perempuan dan Anak
Jumlah Kasus KDRT 46 44 51 26 23
Jumlah Keluarga 149.839 149.265 149.976 154.796 152.833
Persentase kasus KDRT (%) 0,030818 0,029478 0,034005 0,0167963 0.0150491

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo,2022

Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT terjadi penurunan. Jumlah korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 berjumlah 131 korban, tahun
2020 naik menjadi 152 korban dan pada tahun 2021 menurun menjadi 113 sementara
kasus KDRT jugamengalami penurunan dari tahun 2019 jumlah 51 kasus, tahun 2020
menurun menjadi 26 kasus dan di tahun 2021 menjadi 23 kasus. Jenis kekerasan
terbanyak untuk kasus anak adalah pencabulan 32 kasus, kekerasan psikis 16 kasus,
kekerasan fisik 3 kasus, eksploitasi 1 kasus, dan penelantaran 1 kasus. Sedangkan jenis
kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan psikis 10 kasus, pelecehan fisik 3
kasus, pelecehan seksual 2 kasus, dan eksploitasi 1 kasus. Untuk kasus kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2021 ada 23 kasus.

Adapun kekerasan KDRT terhadap anak berjumlah 12 kasus dan KDRT terhadap
perempuan berjumlah 11 kasus. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan
perempuan yang melapor dan didampingi dari tahun ke tahun semakin menurun. Jumlah
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diibaratkan seperti fenomena gunung
es yaitu kasus jumlah kekrasan yang terlaporkan hanya sedikit dari jumlah kasus yang
terjadi hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelapor
karena keterbatasan pengetahuan, korban malu, takut melapor, takut mencemarkan

nama baik , merendahkan martabat keluarga.



Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan
Korban Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain
karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, perundungan atau
bullying, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak
yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang

semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus
ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa. Sedangkan upaya
pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen

yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi pembinaan serta penyuluhan.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu PPA sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun
2022 adalah Penanganan, Perlindungan, Pemulihan Korban yaitu menerima laporan atau
penjangkauan korban, memberikan informasi tentang hak korban, memfasilitasi pemberian
layanan, pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian layanan
psikososial, rehabilitasi sosial,dan reintegrasi sosial, menyediakan layanan hukum,
mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, mengidentifikasi
kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarganya yang perlu dipenuhi
segera, memfasilitasi kebutuhan korban penyadang Disabilitas, mengkoordinasikan
pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya dan Memantau pemenuhan hak korban
oleh APH selama proses acara pengadilan.

Bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan
urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di sisi lain kompleksitas
urusan perempuan dan anak sangat banyak yang harus diselesaikan oleh Dinas Sosial
PPPA seperti pada pelayanan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2022 diatas dan juga
antara lain  Menyusun kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan,
pembinaan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan fasilitasi pemenuhan hak
anak. Oleh karena itu maka Wajib dibentuk UPTD PPA untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.



Konsep Pembentukan UPTD PPA Berdasarkan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab VI
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di
Pusat dan Daerah Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Penyelenggaraan
Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan dan pemulihan di daerah di
lakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pada ayat (2)
bahwa Kabupaten/Kota wajib membentuk UPTD PPA yang penyelenggarakan
Penanganan, Perlindungan, dan pemulihan Korban, Keluarga Korban,
dan/atau Saksi. Dan mengacu pada peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 4 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis DaerahPerlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dari tahun 2017 - 2021 dapat kita ketahui
bahwa jumlah kekerasan selama kurun waktu 5 tahun terakhir datanya terus

mengalami kenaikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.6
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2017- 2021

2017 43 66 109
2018 71 62 133
2019 54 77 131
2020 54 98 152
2021 31 72 103
Total 253 375 628

Sumber : Data P2TP2A Tahun 2021



Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan tidak di sekolah sehingga banyak waktu yang digunakan oleh anak belajar di luar

rumah, dan juga karena masyarakat berani untuk melapor.

Data tersebut diatas merupakan hasil pendataan yang dilaporkan langsung
melalui Perempuan dan Anak pada kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Surat Edaran
Menteri nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit layanan
teknis yang menyelenggarakan Penanganan Perlindungan dan pemulihan Korban. UPTD
PPA mempunyai tugas yaitu : Menerima laporan atau penjangkauan korban, Memberikan
informasi tentang hak korban, Memfasilitasi pemberian layananan kesehatan, Memfasilitasi
pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian layanan psikososial.
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial, Menyediakan layanan hukum,
Mengidentifikasi  kebutuhan pemberdayaan ekonomi, Mengidentifikasi kebutuhan
penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang segera dipenuhi
segera, Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang Disabilitas, Mengkoordinasikan dan
bekerjasama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya dan, Memantau

pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2021, peran
perempuan dan laki laki di bidang ketenagakerjaan secara berurutan dapat dilihat pada Tabel

berikut ini:

Tabel 2.3.7



Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak

Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
No Sektor Laki- Laki- Laki- Laki-
Perempua Perempuan Perempuan Perempuan | Laki-Laki | Perempuan
Laki n Laki Laki Laki
1 | Petani/pekebun 52.110 56.580 | 50.951 55.588 52.866 56.418| 51.888 55.141 49.118 51.608
2 | Wiraswasta 29.126 19.110| 29.340 19.190 33.031 25.755| 33.116 25.699 33.452 25.456
Karyawan
3 24.684 17.249| 25.376 18.051 28.785 22.639| 29.979 23.609 30.685 24.239
Swasta
Buruh harian
4 9.829 3.965| 10.182 4.027 12.485 4.446 13.083 4.526 13.712 4.522
Lepas
Pegawai
5 o 5.016 3.519| 4.841 3.464 4.633 3.454 4.504 3.488 4.345 3.514
Negeri Sipil

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2022

Menurut data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan
dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan. Dengan demikian,
maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian,
perkebunan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui
program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS),

Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya.

Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintahn Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas)
tahun, di Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2021 ini telah dilaksanakan diversi
(pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana) sebanyak 7 kasus. Menurut data dari Kepolisian Resor Kulon Progo
penerapan diversi sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala baik dari
instrumen pelaksana undang-undang maupun kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai peraturan diversi itu sendiri.

Tabel 2.3.8



Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021

Capaian Kinerja

No JeniSPeIayana Indikator Kinerja Satuan 2021
2017 | 2018 | 2019 | 2020
n Dasar Target | Realisasi
1 Penanganan Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100 100
pengaduan/ anak korban kekerasan
laporan korban yang mendapatkan
kekerasan pengasuan oleh petugas
terhadap terlatih di dalam Unit
perempuan dan Pelayanan terpadu
anak
2 Pelayanan Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100 100
kesehatan bagi anak korban kekerasan
perempuan dan yang mendapatkan
anak korban layanan kesehatan oleh
kekerasan tenaga kesehatan terlatih
di puskesmas maupun
tatalaksana kekerasan
terhadap perempuan atau
anak dan pusat pelayanan
terpadu/pusat krisis
terpadu di rumah
sakit
3.a | Pelayanan Cakupan layanan % 100 100 100 100 100 100
Kesehatan bagi rehabilitasi sosial yang
perempuan dan diberikan oleh petugas
anak korban rehabilitasi sosial terlatih
kekerasan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan
di UPT
3.b Cakupan layanan % 100 100 100 100 100 100
bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan
di UPT




] Capaian Kinerja
No Jems;:slzranan Indikator Kinerja Satuan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 TargetzozR(:ealisasi
4.a| Penegakan dan Cakupan penegakan % 100 100 100 100 100 100
Bantuan hukum bagi hukum dan tingkat
perempuan dan anak | penyidikan sampai
korban kekerasan dengan putusan
pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
4.b Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100 100
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
layanan bantuan hukum
5.a| Pemulangan dan Cakupan layanan % 0 0 0 0 0 0
reintegrasi sosial bagi | pemulangan bagi
perempuan dan anak | perempuan dan anak
korban kekerasan korban kekerasan
5.b Cakupan layanan % 100 100 100 100 100 100
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2022

Dari indikator SPM tersebut di atas, ada indikator yang belum mencapai target

SPM yaitu Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

dengan capaian sebesar 0% seharusnya minimal 50%. Kondisi ini dikarenakan korban

kekerasan yang membutuhkan pelayanan pemulangan dari luar negeri ke Kulon Progo pada

tahun 2021 tidak ada sehingga tidak ada pelayanan. Pemulangan yang dimaksudkan dalam

SPM ini adalah pemulangan korban kekerasan contohnya TKW dari luar negeri yang

dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan BP2TKI yang berada di tingkat provinsi,

sedangkan di tingkat Kabupaten tidak ada BP2TKI.




Selanjutnya capaian

Standar

Pelayanan

Minimal

Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.9

Capaian SPM Urusan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan

No.

Jenis Pelayanan
Dasar

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian Kinerja

2017

2018 2019

2020

2021

Penaganan
Pengaduan/
Laporan korban
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan  yang
mendapatkan
pengasuhan oleh
petugas terlatih di
dalam Unit
Pelayanan Terpadu

%

100

100 100

100

100

Pengaduan/laporan
yang ditindaklanjuti

Kasus

133 131

152

113

Pengaduan/laporan
yang masuk

Kasus

133 131

152

113

Pelayanan
kesehatan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan  yang
mendapatkan
layanan kesehatan
oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana
kekerasan terhadap
perempuan atau
anak dan Pusat
Pelayanan Terpadu/
Pusat Krisis Terpadu
di rumah sakit

%

100

100 100

10

Korban KtP/A yang
mendapat pelayanan

Kasus

34 29

35

19

Seluruh korban
KtP/A yang terdata
datang di
puskesmas

Kasus

34 29

35

19




No.

Jenis Pelayanan
Dasar

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian Kinerja

2017

2018 2019

2020

2021

Rehabilitasi
sosial bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan

Cakupan layanan
rehabilitasi sosial
yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di UPT

%

100

100 100

100

100

Korban KtP/A yang
memperoleh
pelayanan rehabsos

Kasus

78 81

96

12

Korban KtP/A yang
membutuhkan
rehabsos

Kasus

78 81

96

12

3b

Cakupan layanan

bimbingan rohani
yang diberikan oleh
petugas bimbingan
rohani terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di Unit

Pelayanan Terpadu

%

100

100 100

100

100

Korban KtP/A yang
diberikan bimbingan
rohani

Kasus

36 21

52

Korban KtP/A yang
membutuhkan
bimbingan rohani

Kasus

36 21

52

4.a

Penegakan dan
bantuan hukum
bagi perempuan

dan anak korban
kekerasan

Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas
kasus-kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak

%

100

100 100

100

100

Jumlah perkara
kasus KtP/A yang
diputuskan
pengadilan

Kasus

30 42

37

Jumlah perkara
kasus KtP/A yang
disidangkan

Kasus

30 42

37

25

4.b

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan bantuan
hukum

%

100

100 100

100

100

Jumlah korban KtP/A
yang mendapatkan
layanan bantuan
hukum

Kasus

78 42

37




No.

Jenis Pelayanan
Dasar

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian Kinerja

2017

2018

2019

2020

2021

Korban KtP/A yang
membutuhkan
layanan bantuan
hukum

Kasus

78

42

37

5.a

Pemulangan dan
reintegrasi  sosial
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan

Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan

%

Jumlah  perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapat pelayanan
pemulangan

Kasus

Jumlah  perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
terdaftar di UPT

Kasus

5.b

Cakupan layanan
reintegrasi sosial
bagi perempuan dan
anak korban
kekerasan

%

100

100

100

100

100

Jumlah  perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
disatukan kembali ke
keluarga

Kasus

Jumlah perempuan
dan anak korban
kekerasan  yang
membutuhkan
reintegrasi sosial

kasus

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo,

pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara
perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama
dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki- laki dan perempuan, rata-rata lama

sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan

2022

sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar
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Tabel 2.3.10
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2021
No. Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020
1. Kulon Progo 94,39 94,73 94.77 95,07
2. Bantul 94,93 95,03 95.05 95,12
3. Gunungkidul 94,98 95,11 95.18 84,73
4. Sleman 84,03 84,59 84.62 96,20
5. Kota Yogyakarta 95,62 96,01 96.04 98,16
6. DIY 98,26 98,48 98.09 94,80

Sumber Data : BPS, 2021

IPG di DIY selama kurun waktu 2017-2020 terus mengalami kenaikan.
Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam
dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut

mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program- program pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang
digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi
berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber
daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan

manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.3.11
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota
di DIY Tahun 2021

No. Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020
1. Kulon Progo 69.37 69.64 73.59 74.73
2. Bantul 68.42 68.36 71.68 71.45
3. Gunung Kidul 61.99 61.01 65.29 64.78
4. Sleman 68.70 67.45 75.34 75.53
5. Kota Yogyakarta 79.51 78.47 80.40 81.25
6. DIY 78.94 80.65 71.06 71.05

Sumber Data : BPS DIY 2021
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Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di
Kabupaten Kulon Progo yang diukur melalui IDG pada kurun waktu 2017 sampai

2020 memperlihatkan perkembangan yang positif.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat

Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
khususnya fakir miskin,penyandang disabilitas dan rumah tidak layak huni.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial,termasuk
Panti Pelayanan Sosial yang memadai ;

C. Terbatasnya akses jaminan sosial,perlindungan sosial bagi PMKS dan
Pemberdayaan sosial bagi PMKS;

d. Minimnya atau kurangnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana
alam/sosial sementara frekuensi/variasi bencana sangat kompleks;

e. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia,termasuk pekerja sosial
masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya;

f. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan
penanganan PMKS;

g. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya
pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan
pembangunan masih kurang.

h. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

I.  Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan
dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

j-  Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap
kekerasan yang terjadi dalam keluarga.

k. Kasus KGBO (kasus gender berbasis online ) makin marak dengan
Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak, kemudahan akses
untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan
penanganan dan pencegahan anak dari pornografi, pelecehan seksual,

penipuan dan exsploitas.
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. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan
pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum optimal.

m. Belum semua anak memiliki kartu identitas, mendapatkan
akses pelayanan pendidikan, penjaminan kelangsungan hidup
bayi sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah
dalam rangka pemenuhan hak anak.

n. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang
menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia
usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

0. Peran serta masyarakat dan Kesadaran masyarakat yang masih
rendah sehingga dalam pelaporan kasus korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak belum optimal ;

p. Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak
serta kekerasan dalam rumah tangga disebabkan enggannya
korban untuk melaporkan diri karena malu dan takut;

g. Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat untuk
mewujudkan Kabupaten Layak Anak masih perlu partisipasi dan
dukungan dari masyarakat

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo dalam menghadapi tantangan tersebut

yaitu :

a. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai
pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan
sumber pelayanan yang ada.

b. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada
seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong
mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai
masalah  sosial.Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta
perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan
PMKS;

C. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai
pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan

sumber pelayanan yang ada.
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d. Kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial

bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita



cacat berat. Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga
perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.

e. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagan tersebut

dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak :

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada

empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam
RPD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di
daerabh;

b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan
lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan
dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;

C. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan
kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW,
Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang
Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana,
dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun
2015-2030);

d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus- kasus
perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus
terkait perempuan dan anak seperti LSM, Kalyanmitra, GSM,Mitra Wacana,Rifka
Anisa, SOS;

e Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak

anak;



Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk
mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Adanya pedoman teknis yang mengatur penyelenggaraan urusan dari
pemerintah atasan;

Berkembangnya lembaga-lembaga jejaring pengarusutamaan gender dan

anak;

Adanya pakta integritas pelayanan publik;

Adanya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung
pembangunan;

Terbentuknya paguyuban aparatur pemerintahan desa.

adanya jejaring dalam penangan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak tingkat Kabupaten,Kapanewon dan desa/Kalurahan melalui FPKK dan satgas
PPA
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PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS
SOSIAL DAN PPPA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempertimbangkan kondisi sumber daya yang ada dan kemampuan keuangan
daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan diupayakan untuk dapat memecahkan
permasalahan mendesak yang diperkirakan akan dihadapi. Adapun permasalahan
menurut urusan wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar sebagai berikut :
3.1.1 Sosial

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo sampai
saat ini belum dilakukan secara optimal, yang disebabkan oleh kapasitas
kelembagaan sosial yang belum memadahi, SDM yang belum memadai,
minimnya sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya optimalnya
partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial. Di sisi lain
permasalahan sosial, terutama penyandang sakit jiwa, orang terlantar,
gelandangan, lanjut usia terlantar, korban bencana membutuhkan
penanganan secara serius. Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar
seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya.
Berbagai permasalahan sosial yang terjadi antara lain: anak terlantar, wanita
rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila, keluarga yang berumah
tak layak huni dan keluarga fakir miskin.

Jumlah PMKS Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 mengalami
penurunan dari tahun 2014 sebesar 75.529 menjadi 74.530 pada tahun 2016,
namun hal tersebut belum mampu menurunkan angka PMKS dari
target
73.000 PMKS. Jumlah PMKS yang paling banyak yaitu: keluarga Fakir Miskin,
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Lanjut Usia Terlantar,anak terlantar, dan penyandang cacat, Tahun 2017-2022

target kinerja Dinas dalam penurunan PMKS dengan target 73.126.

Tabel 3.1.1

Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017-2021

Uraia
n

Anak balita terlantar

Anak terlantar

Anak yang menjadi korban
tindak kekerasan atau
diperlakukan salah

Anak nakal

Anak Jalanan

Anak berhadapan dengan Hukum

Anak memerlukan perlindungan
khusus

Anak dengan kedisabilitasan
Wanita rawan sosial

Wanita yang menjadi korban
tindak kekerasan atau
diperlakukan salah

Lanjut usia terlantar

Lanjut usia yang menjadi
korban tindak kekerasan
Penyandang cacat
Penyandang cacat bekas
penderita penyakit

Tuna susila

Pengemis

Gelandangan

Bekas narapidana

Korban penyalahgunaan Napza
Korban Tindak Kekerasan
dewasa dan Lanjut Usia
Pekerja migran bermasalah
Korban Bencana Alam
Korban Bencana Sosial
Perempuan rawan Sosial Ekonomi
Keluarga fakir miskin (KK)

Keluarga berumah tak layak huni
(KK)

Keluarga bermasalah psikologis

2017

897
7.255
0

24
21
218

687
1.602

5.432

4.591

33
60
403
95
684

94
237

1.604
52.895
5.965

540

2018
780
6.194
117

17

677

5.551

4.546

11
41
29

85
461

93
444

1.636
52.895
5.965

540

Tahu
n

2019
735
5.963
130

21

17

665

6.449

4.515

23
12
619
58
340

174
444

1.919
52.895

535

2020
534
4.443
88

44

503

5.961

4.399

17
10
675
441
285

514
444

20
1.947
52.895

750

2021
496
3.884

18
24

503

8.793

4.862

46
25
18
41
28
110

66

1.999
57.585

718



(KK)

Sumber : Dinas Sosoal Pemberdayaan Perempuan Anak Perlindungan anak



Tabel 3.1.2
PMKS yang Dibantu dan Diberdayakan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2019-2021

No. Uraia 2019 2020 2021
n

PMKS yang memperoleh Bantuan dan
Pemberdayaan Sosial

1. | Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 53.289 54.251 | 57.269

2. | Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan  1.055 3.045 1090
sosial

3. | Jumlah PMKS 75.529 73.986 | 74.530

b. Sarana Sosial
Jumlah sarana sosial dan penghuni sarana sosial tahun 2017-2021 cenderung

fluktuatif, yang digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.3:
Sarana Sosial Panti Asuhan dan Panti Jompo Kabupaten Kulon Progo Tahun
2017-2021
No Uraia Jumlah
n Penghuni

2017 2018| 2019 2020 2021

A. | Panti Asuhan Anak
Terlantar

1 PA Al Ghifari, Lendah 47 60 60 39 39

2 PA Muhammadiyah, Wates 27 134 134 47 47

3 PA Sancta Maria, Boro 37 58 58 54 54

4 | PA Brayat Pinuji, Boro 82 92 92 73 73

5 PA Muhammadiyah, 16 90 90 22 22
Nanggulan
PA Al Alimiyyah, Sentolo 25 47 47 25 25
PA Mambaul Hisan 44 44 44 44 44
PA Sang Timur 20 25 25 26 26
PA Muh. Putra Daarussubusi 20 28 28 22 22
PA Darul Aitam 39 42 42 25 25
PA Muhammadiyah Tuksono 31 96 96 25 25
PA Nurul Haromain 40 40 40 70 70
PA Ibnu Fatah 69 59 59 43 43
PA Ash-Shidigqgiyah 34 29 29 55 55

PA Daarud Dhuafa - - - - R

PA Muhammadiyah Pandowan 20 20 20 25 25
PA Darul Ulum 35 35 35 35 33
PA Ahmad Sudjari 24 24 51 20 20

ORr NP ORFRURPAFRP WRENRFRPRPRPRPRORFROOWONO



R OWNRP DR, oN O

PA Al Azhar
PA Al Islami
PA Al ikhlas

Panti Asuhan Anak Cacat
Asrama SDLB, Pengasih
Rela Bhakti Il, Wates (tutup)
PA Bhakti Asih

Panti Jompo

Sancta Monica, Boro

30

30

20

30

40

30
41
15

50

30

30
41
20

50

30

23

38

30

20

50

31

23

38

30

20

50



Jumlah Sarana Sosial 20 21 20 20 20
Jumlah Penghuni Sarana 720  1.099 1.121 843 842
Sosial

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
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C. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS merupakan potensi dan kemampuan yang ada dalam
masyarakat baik manusia sosial maupun alam yang dapat digali dan
didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya

permasalahan kesejahteraan sosial.

Jumlah PSKS aktif Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, pada
tahun 2014 sebesar 62.79 persen menjadi 91.34 persen pada tahun 2016.

Tabel 3.1.4:
PSKS aktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021

Jenis 2019 2020 2021

PSKS
IPSM g 35 35
TAGANA 2 172 155
TKSK % 12 12
KPK g 88 88
Pendamping dan Operator PKH é 19 19
Pendamping ASLUT/ASODK i 34 34
Tenaga Pelopor Perdamaian (1) 10 10
Satgas Kesetiakawanan Sosial g 20 20
Forum Panti g 23 23
Forum WKSBM g 22 22
Forum Orsos % 12 12
Karang Taruna i 31 65
LK3 Lestari 1 1 1
Pendamping KUBE g 28 28
Dunia Usaha -:; 55 59
Komda Lansia 25 25

Fasilitator/Supervisor SLRT 92



Jumlah

486

587

707




3.1.2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut
indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

1) Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak
Tabel 3.1.5
Capaian Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun

2021
No Uraia Satuan 202
n 1
Target Realisasi
1. Jumlah kasus kekerasgn terhadap Kasus 115 69
perempuan dan anak yang ditangani
secara komprehensif
2. Jumlah kasus kekerasan Kasus 95 129
terhadap perempuan dan
anak
Jumlah kasus KDRT
3. Kasus 60 23
Jumlah Keluarga
4. Keluarga 150.000 152.833
5. JumIah_Kecamatan yang ditetapkan 2.300 2197
sebagai Kecamatan Layak Anak
6. Jumlah seluruh kecamatan 10.950 4.996
7 Jumlah Desa dan Kelurahan yang
" | ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak
anak
88,86 88,86

Capaian indicator kinerja program
Sumber : Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun
2021

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat realisasi capaian layanan kualitas
hidup perempuan dan anak dari target sebesar 88,86 telah tercapai sebesar 88,86.
Atau tercapai 100 % Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan
kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan
Kualitas Hidup Anak (Untuk siswa SD/MI di Kecamatan Rawan Pangan), dan
Peningkatan peranan wanita. Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat berpengaruh
terhadap pencapaian target kinerja program, terutama dengan tercapainya target

sub indikator kinerja sebagai berikut:

a) Persentase penyelesaian pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan.



Target pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 85
kasus tercapai 129 kasus. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Forum
Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terlayaninya kasus kekerasan tersebut
didukung adanya P2TP2A dan komitmen dari FPKK untuk meningkatkan
pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta kerjasama

yang baik dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY.

Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan
melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan selama tahun 2021 adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.1.6
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Forum Perlidungan
Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2021

Jejaring PK2PA Jumlah Korban berdasarkan jenis layanan dari FPKK
Jejaring PK2PA khusus untuk kasus

baru
Peremp Ana Jumlah KDR
uan k Korban T
POLRES 20 25 45 11
RSUD 8 1 9 8
Dinas 9 4 13 6
Kesehatan
P2TP2A 15 29 44 10
Dinsosnakertr 0 0 0 0
ans
Kemenag 2 0 2 2
FPKK 10 6 16 10
Jumlah 64 65 129 47

Sumber data: BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo, 2021

Dari tabel data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus KDRT
mencapai 36% dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak. Untuk itu perlu disikapi dengan meningkatkan program-program
yang mendukung terciptanya ketahanan keluarga dan sosialisasi
pencegahan KDRT agar dapat menekan angka kasus KDRT.



Sedangkan dilihat dari trend kenaikan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 - 2016 dapat
dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1.1

Kenaikan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2021

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2016-2021
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Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun
2021



Grafik 3.1.2

Kenaikan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2011-2016

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016
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Jummlah Kasus KDRT| 37 24 36 46 47 47

Sumber data: BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo, 2021

Dari grafik tersebut diatas maka secara umum angka kasus kekerasan
terhadap anak cenderung meningkat, angka kasus kekerasan terhadap
perempuan tidak ada perubahan dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga
meningkat. Jenis kekerasan terbanyak untuk kasus anak adalah pencabulan
sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan
psikhis. dan kasus KDRT terhadap perempuan berjumlah 26 kasus. Jumlah
korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan didampingi
dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah korban tersebut sejatinya masih
lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu
maupun tidak tahu cara melapornya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum
Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap

anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat



pesat, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya pemahaman orang tua
mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh
peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam
keluarga kurang baik.

Dengan peningkatan kasus yang terjadi di Wilayah kabupaten Kulon
Progo, apalagi dengan keberadaan NYIA maka sangat terbuka lebar akan
terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak pidana perdagangan
Orang (TPPO), Pelecehan seksual, KGBO, KDRT. Dalam rangka optimalisasi
dan berdasarkan Undang — undang Nomo 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana
kekerasan Seksual (TPKS) pada pasal 76, maka di bentuk UPTD PPA.

Dalam pelaksanaan Operasional teknis UPTD PPA banyak hal yang
dibutuhkan antara lain sarana prasarana pendukung, SDM ( tenaga
konselor,tenaga ahli klinis,advokat (konselor hukum, tenaga peksos,konselor
kesehatan,tenaga administrasi,tenaga keamanana, tenaga kebersihan dll).

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
terus ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa. Sedangkan
upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan
seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta
penyuluhan.

Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang
Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, di Kabupaten Kulon Progo selama Tahun
2020 ini telah dilaksanakan diversi sebanyak 7 kasus. Menurut data dari
Kepolisian Resor Kulon Progo penerapan diversi sudah berjalan dengan baik
meskipun masih banyak kendala baik dari instrumen pelaksana undang undang
maupun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan diversi itu
sendiri.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
terus ditingkatkan dengan mulai dibentuknya FPKK hingga tingkat desa di tahun
2016. Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama

dengan



menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan
sosialisasi serta penyuluhan.

b) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Jumlah perempuan bekerja/jumlah
angkatan kerja perempuan x100%).

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator
untuk menghitung indikator Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak.
Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1.3

Angka Partisipasi Kerja Perempuan Tahun 2015-2020

ANGKA PARTISIPASI KERJA
PEREMPUAN 2015-2020

= 0\__.

2015 2016 2017 2018

9471 9633 766 76,6

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kab. Kulon Progo (diolah), 2021

Partipasi angkatan kerja perempuan tersebut meningkat pada tahun
2015-2021 Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja
semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud
keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dilihat dari

peningkatan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan.

Menurut data dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2021,
peran perempuan di bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling
diminati dibandingkan laki-laki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.1.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin

No

o A W NP

Tahun 2020-2021

Sekt Tahun 2020 Tahun 2021
or Laki- Peremp Laki- Peremp
Laki uan Laki uan
Petani/ Pekebun 51.888 55.141 49.118 51.608
Wiraswasta 33.116 25.699 33.452 25.456
Karyawan Swasta 29.979 23.609 30.685 24.239
Buruh Harian Lepas 13.083 5.526 13.712 13.712
Pegawai Negeri Sipil 4.504 3.488 4.345 3.514
Sumber data: Dinas Dukcapil 2021
Menurut data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh
perempuan dibandingkan dengan lakil-laki adalah di sektor

pertanian/perkebunan, perdagangan, dan guru. Dengan demikian, maka
pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian,
perkebunan dan perdagangan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju

Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya.

C)Cakupan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS)

Cakupan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS)
diukur dari jumlah anak sekolah di desa rawan pangan yang menerima makanan
tambahan anak sekolah dibandingkan dengan jumlah anak sekolah di desa
rawan pangan)x 100%. Berdasarkan pengitungan tersebut, maka pada tahun
2015 jumlah anak sekolah di desa rawan pangan yang menerima makanan
tambahan anak sekolah sebanyak 2.197 anak dari 32 SD/MI di wilayah 5
kecamatan yaitu kecamatan Sentolo, Kokap, Samigaluh, Girimulyo, Wates.
Sedangkan jumlah anak SD/MI yang berada di wilayah desa rawan pangan
adalah 4.996 anak, sehingga pemberian makanan tambahan baru mencapai 44%

dari seluruh jumlah siswa di



desa rawan pangan. Ke depan pemberian makanan tambahan ini diharapkan

dapat lebih ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dan

komite sekolah.

Pemberian makanan tambahan ini sangat bermanfaat untuk
meningkatkan kebutuhan gizi anak yang berpengaruh terhadap semangat dan
motivasi belajar anak. Menurut laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penyediaan
Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dari 28 SD/MI yang menerima
PMTAS , maka secara umum diperoleh hasil sebagai berikut:

(1) Meningkatnya minat belajar anak dan meningkatkan ketahanan fisik dan
kehadiran peserta didik SD/MI dalam mengikuti kegiatan belajar;

(2) Siswa mengenal dan mengetahui manfaat makanan olahan dari bahan lokal
serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan
bersih dan sehat

(3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan
pangan lokal.

(4) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan
gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan
kesejahteraan keluarga.

2) Cakupan Peran serta perempuan dalam pembangunan

No

Tabel 3.1.8

Cakupan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2020-2021

Uraia 2020 202
n 1
Target Realisasi
Jumlah SKPD yang telah 12 13 15
menyediakan data pilah
Jumlah SKPD vyang 39 39 39
seharusnya
menyediakan data pilah
Jumlah SKPD yang telah 32 22 22
melaksanakan
ARG
Jumlah SKPD 39 39 39
Jumlah lembaga perempuan 12 20

dan anak



yang dibina

6 Jumlah lembaga perempuan 23 23 23
dan anak
Capaian Program 49,20 % 47,31 % 60,61%

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Kabupaten Kulon Progo, 2021

Capaian kinerja Cakupan Peran serta Perempuan dalam Pembangunan
tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender,
Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Resonsif Gender
(PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pemutakhiran data Pilah Gender
dan Anak, Pembinaan Gerakan Sayang lbu (GSI).

Cakupan Peran serta perempuan dalam pembangunan diukur dari

beberapa sub indikator sebagai berikut :
a) Prosentase SKPD yang telah menyediakan data pilah gender

Data pilah yang dimaksud di sini adalah data yang dipilah berdasarkan
jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta berdasarkan usia anak dan dewasa.
Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam
upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender Tahun 2021 ditargetkan ada 13 SKPD yang
sudah dapat menyediakan data pilah dan dari target tersebut dapat dipenuhi. Dari
target tersebut sudah dapat dipenuhi 15 SKPD yang menyediakan data pilah
. Adapun ke 15 SKPD tersebut adalah : Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan,
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik, Bappeda, Dinas Koperasi, Kantor Lingkungan
Hidup, Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Dinas Kelautan Perikanan
dan Peternakan dan BPS (SKPD yang masuk dalam Forum Data Pilah SKPD
termasuk BPS).

b) Prosentase SKPD yang telah melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG)
Anggaran Responsif Gender (ARG) vyaitu anggaran yang merespon
kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki
yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Anggaran responsif
gender ini diukur dari proses perencanaan yang responsife gender berdasarkan
pada analisis gender menggunakan alat analisis gender Gender Analysis

Pathway (GAP) yang kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement



(GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender yang dilampirkan dalam usulan
kegiatan dan RKA SKPD.

Tahun 2021, ditargetkan ada 22 dari 22 SKPD yang melaksanakan ARG
dan terealisasi 22 SKPD vyaitu; Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, Badan
Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga
Berencana, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Sekretariat
DPRD dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan seluruh Kecamatan di
Kabupaten..

Capaian sub indikator tersebut karena telah dilakukan pelatihan dan
pendampingan penyusunan Perencanaan dan penganggaran responsive Gender
dan Anggaran Responsif Gender (PPRG dan ARG) dan Gender Budget
Statement (GBS) bagi SDM perencananan untuk semua SKPD yang didukung
dengan pelayanan Ruang Informasi dan Konsultasi Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan

dan Keluarga Berencana.

¢) Prosentase lembaga perempuan dan anak yang dibina

Jumlah lembaga perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo
sebanyak 20 organisasi perempudan yang tergabung dalam Gabungan
Organisasi Wanita (GOW): Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin dengan
GOW untuk mensosialisasikan kebijakan, program maupun isu isu yang terkait
dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan kuatlitas hidup anak dan

perempuan serta perlindungan anak dan perempuan dari korban kekerasan.



Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan yang ada pada Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpengaruh terhadap
pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat
dilihat dalam Tabel 3.1.9 sebagai berikut :

Tabel 3.1.9
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian
Program

Tujuan dan sasaran Daerah : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas
dan berbudaya

Fakt
No Tuju hI'-;::‘rmasala or
an Pelayanan Penghambat Pendorong
SKPD
1 | Percepatan Masih tingginya | - Sarana sosial - Potensi
pertumbuhan jumlah PMKS seperti Panti Sumber
ekonomi Sosial yang Kesejahteraa
dan Perlindungan | terutama Fakir masih minim n Sosial
sosial - Jejaring (PSKS) yang
Miskin, kerjasama cukup
Penyandang penanganan banyak
Disabilitas, dll PMKS yang untuk dapat
yang belum kuat diberdayaka
perlu mendapat n
penanganan - Semangat
Belum kesetiakawan
optimalnya an sosial dan
penanganan gotong
PMKS royong
SProaram masyarakat
Pegrlindungan dan Terbatasnya ”.“as”.‘ cukup
Pemberdayaan sarana tingg
PMKS prasarana - Adanya
pelayanan dan Kader
rehabilitasi Penanggulan
sosial gan
Kemiskinan
yang belum
memadai
Belum semua
PMKS dapat
mengakses
jaminana sosial
dan
Bantuan sosial
Belum




optimalnya
peran serta

masyarakat
dalam
penanganan

masalah
kesejahteraan




- Program
Kesetaraan
Gender dan
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Perempuan dan
Anak

sosial

Belum
adanya
keterpaduan
data
kemiskinan

PSKS dan
pekerja sosial
masih
kurangnya
kuantitas dan
kualitasnya

Terbatasnya
akses
informasi dan
jejaring
kerjasama bagi
pelayanan
penanganan
PMKS

Belum
optimalnya
pembinaan
lembaga
kesejahteraan
sosial

Upaya
penanganan
korban
bencana alam

Belum
optimalnya
pemberdayaa
n terhadap
PMKS

Pemerintah

daerah belum
melaksanakan
PPRG dan ARG

Belum
terpenuhui
kuota
Perempuan di
legislative

Kesadaran dan

Pemahaman dan
komitmen para
pengambil
kebijakan
mengenai
pentingnya
pengintegrasian
perspektif
gender di semua
bidang dan
tahapan
pembangunan
masih kurang.
Kelembagaan
pengarusutam
aan gender
belum




peran serta
masyarakat
dalam
penanganan
korban
kekerasan
perempuan dan
anak masih
rendah

rendahnya




keberdayaan
perempuan
dan belum
optimalnya
Pogja PUG

Semakin
meningkatnya
jumlah
kekerasan
terhadap
anak serta
kekerasan
dalam rumah
tangga

Meningkatnnya
angka
kekerasan thd
perempuan dan
anak dan belum
terpenuhinya
hak anak

Untuk
mewujudkan
kabupaten
layak anak
masih perlu
partisipasi
dan
dukungan
dari
masyarakat

berjalan
secara
efektif dalam
mewujudkan
kesetaraan
dan keadilan
gender
dalam
pembangun

an.

- Angka

kemiskinan
perempuan
masih cukup
tinggi
menjadikan
hambatan
dalam
perwujudan
kesetaraan
dan keadilan
gender.
Pengungkap
an kasus-
kasus

Kekerasan
Dalam

Rumah

Tangga (KDRT)
terhambat faktor
psikologis
keluarga
sehingga sulit
untuk
mengungkap
kejahatan

yang
terjadi




dalam keluarga.

3.2.

Telaahan Perubahan Renstra KIL dan Perubahan Renstra Provinsi

Analisa Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi ditujukan
untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian
sasaran pelaksanaan Perubahan Renstra OPD terhadap sasaran Perubahan
Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi sesuai urusan, tugas dan fungsi OPD.
Maka dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak juga didasarkan pada Perubahan Renstra K/L

dan Perubahan



Renstra Provinsi dalam upaya harmonisasi dan sinergi antara Perubahan Renstra

K/L dan Perubahan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan

kegiatan antara pemerintah atau K/L, Provinsi dan Kabupaten. Karena Perubahan

Renstra Propinsi dalam hal ini Dinas Sosial dan BPPM DIY belum ditetapkan maka

telaahan terhadap Perubahan Renstra tersebut belum dapat dilakukan. Kesesuaian

antara sasaran strategis Kementerian Sosial dan Kementrian PPPA dengan

permasalahan pelayanan di Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam Tabel 3.10 dan

Tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran
Perubahan Renstra Kementrian Sosial Rl

Sasaran Strategis
Kementrian Sosial
Tahun 2015-2019

. Mencegah PMKS dari
keterpurukan akibat
risiko sosial, perlakukan
salah, tindak kekerasan,
dan eksploitasi sosial;

. Memberikan layanan
langsung untuk
memberikan
perlindungan PMKS
dalam menghadapi
risiko sosial,
kebencanaan,
perlakukan salah,
tindak kekerasan, dan
eksploitasi sosial;

. Memberikan dukungan
bagi PMKS baik
kelompok rentan
maupun kelompok
berisiko sosial dalam
menghadapi
permasalahan
kebencanaan, perlakuan
salah, tindak kekerasan,
dan eksploitasi sosial;

. Meningkatnya kemauan
dan kemampuan individu,
keluarga, kelompok dan
masyarakat miskin serta
komunitas adat terpencil
dalam memenuhi
kebutuhan dasar;

. Meningkatnya
kemampuan dan
kemauan masyarakat,
lembaga kesejahteraan
sosial, dan dunia usaha
dalam pemberdayaan

Permasalahan
Pelayanan
DinsosPPPA Kulon
Progo

Masih tingginya
jumlah
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial, khususnya
Fakir Miskin,
Penyandang
Disabilitas, RTLH,
Anak Terlantar,
WRSE, dll
Minimnya sarana
sosial seperti Panti
Sosial untuk
pelayanan dan
rehabilitasi sosial
bagi PMKS

Masih kurangya
upaya
perlindungan,
pelayanan,
rehabilitasi dan
pemberdayaan
sosial bagi PMKS
Jejaring kerjasama
dengan pelaku-
pelaku usaha
kesejahteraan
sosial, seperti
dengan LSM/NGO,
CSR Perusahaan,
serta perorangan
atau lembaga-
lembaga lain yang
peduli terhadap
penanganan PMKS
perlu terus
ditingkatkan

Sebagai

Faktor
Penghamb Pendorong
at
Belum e Semangat gotong
adanya royong
panti sosial masyarakat, rasa
pemerinta kesetiakawanan
h sebagai sosial yang masih
sarana tinggi
pelayanan |e Potensi sumber
dan kesejahteraan
rehabilitasi sosial yang ada
sosial bagi cukup banyak
PMKS untuk dapat
Keterbatasa diberdayakan
n SDM seperti PSM,
Pekerja Karang Taruna,
Sosial Orsos, Tagana, dll
maupun e Adanya sarana
Penyuluh sosial seperti
Sosial panti asuhan
Keterbatas non pemerintah
an sebagai mitra
kemampu dalam
an penyelenggaraa
keuangan n kesejahteraan
daerah sosial

e Adanya kader
penanggulangan
kemiskinan yang
fungsinya sebagai
pendamping sosial
bagi PMKS dalam
mengakses
berbagai informasi
dan sumber
pelayanan yang
ada



sosial;

6. Tersedianya sarana dan
prasaran
penanggulangan
bencana, pelayanan
rehabilitasi sosial baik
panti dan diluar panti
kabupaten/kota dan
nonpanti

Sumber : Dinas social Pemberdayaan Perempuan dan Perlondungan anak Tahun 2021.



Sasaran Strategis
Kementrian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun
2015-
201
9
e Meningkatnya
capaian indeks
pembangunan
gender
Meningkatnya
capaian indeks
pemberdayaan
gender
e Berkurangnya
kasus kekerasan
terhadap
perempuan
termasuk TPPO
Meningkatnya
kualitas
penanganan kasus
kekerasan terhadap
perempuan
termasuk TPPO
e Meningkatnya
implementasi
kabupaten/kota
layak anak di
Indonesia.
Meningkatnya
kualitas
implementasi
kebijakan terkait
perlindungan
khusus kepada
anak
¢ Meningkatnya
kualitas sistem
layanan
perlindungan
khusus kepada
anak
Meningkatnya
partisipasi dan
sinergitas lembaga
profesi dan dunia
usaha, media, dan
organisasi agama
dan

Tabel 3.2.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra Kementrian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan
Pelayanan DinsosPPPA
Kulon

Progo

¢ IPG meningkat
namun relatif
rendah
dibandingkan
kondisi ideal
sebesar 100

¢ |DG relatif
rendah
dibandingkan
kondisi ideal dan
daerah lain

e Kasus kekerasan

terhadap
perempuan cukup
tinggi, terlihat dari
jumlah kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
jumlah kasus
KDRT.

e Perempuan sering
menjadi obyek
pornografi,
menjadikan
perempuan sangat
rentan terhadap
kekerasan

e Belum optimalnya
perlindungan
terhadap tenaga
kerja dan buruh
migran
perempuan,
ditunjukkan
dengan terjadinya
kasus-kasus
perlakuan buruk
terhadap buruh
migran

e Belum optimalnya
peran
kelembagaan
perlindungan hak

Sebagai
Faktor

Penghambat

e Pelaksanaan o
Perencanaan
dan
penganggara
n responsif
gender belum
optimal.

e Terbatasnya
anggaran
program untuk |e
mendukung
PUG dan
Perencanaan
dan
penganggaran
responsif
gender

e Terbatasnya
personil yang
melayan
penanganan J
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

e Terbatasnya
personil yang
melayani o
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

Pendorong

Adanya
komitmen
kepala
daerah
untuk
meningkatk
an
Pemberdaya
an
Perempuan
Adanya
kerjasama
yang baik
antara
pemerintah
daerah dan
instansi
terkait
melalui
lembaga
P2TP2A
Adanya
komitmen
kepala
daerah
untuk
mengemban
gk an Kota
Layak Anak
Adanya
beberapa
organisasi
masyarakat
dan LSM
yang
bergerak di
bidang
Pemberdaya
an
perempuan
dan
perlindunga
n anak



kemasyarakatan
serta akademisi
dan lembaga riset
dalam
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan

perempuan.

e Terjadinya

berbagai praktik
buruk yang
mengancam hak-
hak anak, seperti
pekerja anak
perkawinan anak,
dan anak
berhadapan
dengan hukum
(ABH

Munculnya
berbagai tindak
kekerasan
terhadap anak
Belum
terpenuhinya
hak-hak anak
seperti



e Jumlah Kebijakan

perlindungan hak
perempuan dan
anak

e Penerapan
Kebijakan
Kabupaten Layak
Anak

¢ Presentasi korban
kekerasan yang

memperoleh

pelayanan

e Pemerintah Daerah
memanfaatkan data
gender

dan anak di bidang
perlindungan ak
perempuan

akte kelahiran,
PAUD, hidup sehat,
sekolah ramah
anak, Puskesmas
ramah anak, dan
pengasuhan yang
aman.

Kurangnya
partisipasi
masyarakat
dalam
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak

Perumusan
kebijakan
perlindungan hak
perempuan dan
anak disesuaikan
dengan prioritas
keadaan yang
dihadapi

Pemenuhan
indikator
Kabupaten Layak
Anak belum sesuai
dengan standar
dengan standar
dari Pusat

Kasus Kekerasan

terhadap
perempuan dan
anak semakin
meningkat namun
pelayanan belum
maksimal

e Ketersediaan data

pilah gender dan
anak belum
lengkap

* Keterbatasan
SDM
yang paham
permasalahan
hak
perempuan dan
anak

¢ Koordinasi gugus
tugas Kabupaten
Layak Anak
Belum
maksimal

¢ Sebagian korban

tidak berani
melaporkan diri

e Belum semua

SKPD
menyediakan
data

pilah

e Adanya

dukungan
dari
LSM,Pergur
ua n Tinggi
dan swasta
perlindung
an hak
perempuan
dan anak
Adanya
dukungan
dari
LSM,Pergur
ua n Tinggi
dan swasta
dalam
penyusuna
n encana
aksi daerah

e Adanya

dukungan
dari
LSM,Pergur
ua n Tinggi
dan swasta
dalam
penangana
n kasus
kekerasan

e Adanya

koordinasi
penyusuna
n data
pilah dan
pendampin
ga n dari
LSM
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3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan identifikasi dan perumusan isu dan karakteristik wilayah, Kabupaten Kulon Progo
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan perikanan, pertanian, pariwisata, industri,
perdagangan dan pertambangan. Isu pembangunan berkelanjutan dalam KLHS yaitu:

1. Alih Fungsi lahan pertanian;

2. Pembangunan dan pengelolaan SDA belum menerapkan pembangunan berkelanjutan;

3. Rawan bencana Alam;

4. Pembangunan Insfrastruktur skala besar.

Untuk Pengembangan Kawasan Selatan (JJLS) diarahkan semata-mata untuk pengembangan
wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo pada khususnya dan Daerah
Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Mega proyek yang akan dilaksanakan, yaitu: pelabuhan
perikanan Tanjung Adikarto, pengolahan
potensi pertambangan pasir besi, dan pembangunan Bandara Udara Internasional.

Untuk itu diperlukan masukan dari masyarakat dan pengawasan guna pelestarian lingkungan.
Selain itu perlu mempersiapkan secara cermat dan terencana dari hulu ke hilir kemungkinan multiplier
effect yang akan ditimbulkan oleh terealisasinya mega proyek.

Keterkaitan  dukungan infrastruktur  seperti pelabuhan perikanan, pembangunan pabrik baja
serta rencana pembangunan bandara akan semakin mendukung pengembangan industri lainnya.

Pengembangannya disusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk multiproduct kawasan
Pantai Selatan yang telah didahului dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto yang
integrated dengan potensi kawasan selatan yaitu : obyek wisata, perikanan, pabrik besi baja dan
industri pendukung lainnya. Oleh karena itu, upaya-upaya harus terus dilakukan demi keberhasilan
ditetapkannya Kabupaten Kulon Progo sebagai satu-satunya kabupaten di DIY yang diberi otoritas
untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dengan demikian Dinas Sosial Pemberddayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun
rencana program kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi sebagaimana tersebut di atas.
Sedangkan sesuai Kajian Lingkungan Hidup strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kulon Progo, maka Perubahan Renstra OPD disusun dengan mempertimbangkan KLHS
tersebut.

3.4. Penentuan Isu-isu strategis

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2021 selalu berada di atas DIY,
dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Hal ini disebabkan kondisi alam yang tidak
begitu mendukung, kegiatan investasi juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya.
Namun dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten

Kulon Progo dengan adanya pembangunan bandara baru Yogyakarta Internasional Airport,
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kelanjutan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarta yang masuk dalam agenda pembangunan

nasional dan kini sudah mulai berjalan.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi
dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (ketrampilan), pendidikan yang
tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu,
evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat
efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat
Daerah dimasa datang.

Isu Strategis :

1. Angka Kemiskinan yang tinggi dikarenakan rendahnya kemampuan keluarga untuk
memenuhi pendapatan dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga.

2. Rendahnya keberdayaan perempuan dan Tingginya angka kekerasan thd perempuan dan
anak termasuk TPPO serta belum terpenuhinya hak anak. Indeks Pemberdayaan Gender
(IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal
sebesar 100.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain
atau dibawah rata-rata provinsi

4. Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya terjadinya
berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan
dibawah umum dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

5. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan
seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll

6. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam
panti dan adanya anak terlantar.

7. Tingginya angka PMKS dan Penanganannya yang belum optimal

8. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu terus dilakukan
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Perubahan Renstra Dinsos PPPA

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel

4.1 berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026

TUJUAN TARGET
1 meningkatnya Pendapat
pendapatan an
masyarakat Perkapita
Penduduk
Angka
Kemiskina

n

2 Meningkatnya
kualitas
penyelenggaan
pemerintahan
dan pelayanan
publik yang
responsif dan
akuntabel

Meningkat
nya
layanan
pencapa
an tugas
dan fungsi
perangkat
daerah

SASARAN

Meningkatny
a
pemenuhan
perlindunga
n sosial dan
jaminan
sosial
masyarakat
Meningkatny
a Kualitas
Hidup
Perempuan
Dan Anak

Nilai
akuntabilitas
kinerja
pemerintaha
n

daerah
(AKIP)

Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Opini BPK)
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Rata-rata
prosentase
pencapaian
program
pada
masing-
masing
perangkat
daerah

INDIKATOR
SASARAN

Indek

2021
74,62

Perlindungan
dan jaminan

sosial

masyarakat

Cakupan

67,07

Pemberdayaan
Perempuan,pen
garusutamaan

Gender d

an

Perlindungan
Perempuan dan

Anak

Nilai A

Opini BPK WTP

Nilai 81,802

%

100%
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TARGET KINERJA PADA TAHUN
2022 2023 2024 2025 2026
74,39 74,20 73,61 73,07 72,56

70,57 75,42 85,12 94,11 100,00

A A A A AA
WTP WTP WTP WTP WTP
84,00 84,25 84,50 84,75 85,00

100%  100% 100% 100% 100%
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2023-2026 Target Kinerja dari sasaran
Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat
mentargetkan pada tahun 2023 sebesar 74,20 %, pada tahun 2024 mentargetkan 73,61 %
Tahun 2025 mentargetkan sebesar 73,07 %, tahun 2025 mentargetkan sebesar 73,07% dan pada
tahun 2026 mentargetkan sebesar 72,56%. Target kinerja yang ingin dicapai pada sasaran
Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan
dan Anak mentargetkan pada Tahun 2023 sebesar 75,42%, pada tahun 2024 mentargetkan
85,12%, tahun 2025 sebesar 73,07 %, tahun 2025 sebesar 94,11% dan pada tahun 2026
adalah tercapai 100 %.



BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.

Strategi dan Kebijakan
Berdasarkan isu-isu strategis dan tugas serta fungsi, maka pembangunan sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dirumuskan dalam strategi sebagai
berikut :
a. Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial serta
pemberdayaan PMKS;
b. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam
pembangunan kesejahteraan sosial;
Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Anak;

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan,Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan mencakup sasaran pokok yang
dilaksanakan melalui strategi untuk mencapai tujuan pembangunan sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun kebijakan yang ditempuh
sebagai berikut :

1. Urusan Sosial
a. Capaian Penanganan Permasalahan Sosial dari 74,20 % menjadi 72,58%.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Meningkatkan Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dari
76,19% menjadi 85.71%.
Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut :
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya pelayanan Peningkatan upaya perlindungan dan
pendapatan pemenuhan perlindungan dan pemberdayaan PMKS
masyarakat perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS Memperkuat basis data

jaminan sosial Memperkuat DTKS dan Sebagai dasar pelaksanaan fungsi sosial
masyarakat basis data PMKS melalui | Memperkuat potensi sumber
pendataan kesejahteraan sosial

Peningkatan pelayanan
rehabilitasi sosial dan
lyanan jaminan sosial
Meningkatkan kapasitas
jejaring kelembagaan
kesejahteraan sosial

Meningkatnya Memperkuat dan Memperkuat basis data pilah

kualitas Hidup mengembangkan gender mealui regulasi

Perempuan dan Anak lembaga penyedia Peningkatan pemberdayaan perempuan
layanan pemberdayaan | dalam pengelolaan ekonomi rumah
perempuan tangga dengan focus pada UMKM

Meningkatkan kualitas perempuan.

hidup perempuan dan Peningkatan pencegahan terjadinya
kelompok masyarakat kekerasan perempuan dan anak
melalui pelatihan melalui sosialisasi dan

ketrampilan dan pendampingan

pemberian bantuan alat
Meningkatkan kapasitas
dan kuantitas lembaga
penyedia layanan
pemenuhan hak anak
yang ramah anak
Memperkuat jejaring
kelembagaan pemerintah,
masyarakat dunia usaha
dalam pelaksanaan,
pengawasan,
pemantauan dan evaluasi
perlindungan perempuan
dan anak.

Meningkatkan kapasitas
SDM dan kualitas

layanan

anak korban kekerasan
Meningkatnya kualitas [ Meningkatnya layanan Meningkatnya koordinasi | Pemberian layanan secara optimal
penyelenggaan pencapa an tugas dan internal perangkat daerah | kepada intern perangkat daerah
pemerintahan dan fungsi perangkat daerah | y51am rangka pencapaian

pelayanan publik yang
responsif dan
akuntabel

tugas dan fungsi
perangkat daerah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan sesuai dengan urusan wajib Pelayanan Dasar dan
Non Pelayanan Dasar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kulon Progo sebagai berikut :
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
a. Program Perlindungan Sosial.
Kegiatan dari program ini adalah
1) Peningkatan Kwalitas Pelayanan PMKS.
2) Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana.
3) Penjangkauan dan Pelayanan Sosial
b. Program Pemberdayaan Sosial
1) Peningkatan Pelayanan Distribusi rastra
2) Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3) Peningkatan Pelayanan PKH
4) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelayanan Sosial bagi PMKS
5) Peningkatan Kapasitas PSKS
6) Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan dari program ini adalah
1) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;
2) Penyediaan jasa keuangan;
3) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.
d. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja.
Kegiatan dari program ini adalah
1) Penyusunan perencanaan kinerja OPD;
2) Penyusunan Laporan Keuangan;
3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
1). Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran

2). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
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3) Pendidikan dan pelatihan non formal;
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
f. Program Kesetaraan Gender dan Peningaktan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Kegiatan program ini adalah:
1). Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender;
2). Peningkatan Peranan Wanita;
3). Pembinaan Gerakan Sayang lbu (GSlI).
4). Pengutan Pengarusutamaan gender
5). Pemutahiran Data Pilah Gender dan Anak
g. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
1) Kabupaten Layak Anak,
2) Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah
3) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

4) Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan pembangunan
program yang sudah dilaksanakan dalam program 100 hari adalah

1. Pendataan warga terlantar (lansia,Anak dan Difabel)

2. Percepatan update data kemiskinan

3. Mengupayakan kerjasama pembangunan panti jompo dengan swasta

4. Penyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga terlantar atau difabel(satu
pedukuhan satu warga)

5. Percepatan penyelesaian Peraturan Bupati tentang Komite Perlindungan Penyandang
Disabilitas. Kegiatan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada program 100 hari
untuk selanjutnya program-program yang akan dilaksanakan pada lima (5) Tahun kedepan
adalah

1. Menyelesaikan Rumah Pelayanan Sosial bekerja sama dengan RSUD Wates

2. Melaksanakan skema bantuan kepada semua fakir miskin dan yatim piatu dan
difabel (dengan perinsip total coverage)

3. Membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan tentang pemanfaatan program CSR
dan pendampingan untuk warga miskin,sekaligus melanjutkan dan mensukseskan
program “one village one company”

4. Pemberdayaan kepada kelompok miskin dan rentan sosial (difabel) dalam rangka

memperkuat produk local dan program bela beli kulon progo
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5. Penataan skema bantuan sosial untuk mempercepat regrouping KK warga
terlantar menjadi anggota keluarga KK mampu

6. Mewujudkan satu data penduduk miskin dan penanganan warga miskin by case.
Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1 dan Tabel 6.2

sebagai berikut:



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo

Perubahan Renstra Dinsos PPPA 2023-2026

Unit Kerja
Perangkat
o Daerah Lokasi
Tahun Awal Target Kinerja Penanggung-
Tahun 2021 - Program dan P
Indikator Kinerja (baseline Tahun 2022 (Transisi) Kerangka Jawab
. Program ,Kegiatan Tujuan, Sasaran, realisasi)* Pend.
UEHED SEEEI dan Subkegiatan Program, Kegiatan dan ¥) Kondisi Kinerja pada
Subkegiatan Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra
Perangkat
Daerah
i : (juta
Capaian target g:t‘;‘ target g‘::? target (jutaRp.) | target (jutaRp.) | target (juta target Rp.)
) ’ Rp.)
Meningkatnya Meningkatny PROGRAM
kualitas alayanan PENUNJANG
penyelenggaan pencapaian URUSAN
pemerintahan tugas dan PEMERINTAHAN 3.160,26
dan pelayanan fungsi DAERAH
publik yang perangkat KABUPATEN/KOTA
responsif dan daerah Perencanaan,
akuntabel Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan 5
Tersusunnya renja dan
Dokumen Perangkat Renja Perubahan OPD 2 dokumen 2 dokumen 8,82
daerah
Tersusunnya laporan
A ey triwulanan, lap tahunan
Evaluasi Kinerja P PR 21
Perangkat daerah Eggrl}gr‘lj?gaivaluasl 21 Al dokumen 10,88
,LKPJ,LPPD LKjlp
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan gaji dan Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN 12 el by 2.519,23
Penyediaan
Administrasi Administrasi Keuangan 12 bul 12 bul
Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah ufan ufan 49,23
ASN

71




Unit Kerja

Target Kinerja Program Perangk at
dan Kerangka Pendanaan Daerah Penangg
Tahun Awal ung- jawab
Indikator Kineria ehupi2uz Tahun 2022 (Transisi) ! Lokasi
5 e e i (baseline Kondisi Kinerja pada
Touan | Sasaan | Frooran Kegitan | Tuan, Cosnn o | )
Subkegiatan Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Perangkat
Daerah
i (juta
Capaian target g:t;" target g‘:)h)‘ target (juta Rp.) target (jutaRp.)| target (juta target Rp.)
5 - Rp.,

Koordinasi dan

Tersusunnya laporan
Penyusunan Layanan 14
Keuangan bulanan bula_nan,semesteran,dan 14 dokumen IIOTER 591

akhir tahun
Tahunan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Tersediannya dana
Penyelenggaraan untuk perjalanan
rapat koordinasi dan dinas,makanan dan 12 bulan 12 bulan 74.95
konsultasi SKPD minuman koordinasi dan g

konsultasi
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana
dan Prasarana Pembelian Scanner dan 0 Unit 0 Unit
Gedung kantor atau printer o il o
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Terpenuhinya

kebutuhan jasa surat

menyurat,jasa pegawai
Penyediaan jasa tidak tetap serta
peralatan dan Beralatan perkantoran 12 bulan 12 bulan 32216
perlengkapan kantor erupa alat tulis kantor g

barang

cetakan/penggandaan

dan bahan pustaka




Target Kinerja Program dan g::;:e'?:t Laliet
Tahun Kerangka Pendanaan Daerag
TI;VI::IH Tahun 2022 (Transisi) Penanggun
Indikator Kinerja 2021 g-jawab
q Program ,Kegiatan dan Tujuan, Sasaran, (baseline i Kineri
Tujuan Sasaran p a iyt Kondisi Kinerja
Subkegiatan Program, Kegiatan dan | realisasi)) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 pada Akhir
Subkegiatan Renstra
Perangkat
Daerah
Capaian target gut)a target U;ta) target (juta Rp.)| target (juta Rp.)] target (juta target (juta
p- P- Rp.) Rp.)
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pembayaran
listrik,telepon,air dan
komponen listrik dan
kebersihan,Pemeliharaa
Pemeliharaan/Rehabil itasi ; eﬁ:{;ﬁggksgigrﬂzr:an
gﬁ]t:]ur;g kantor dan bangunan berupa kendaraan dinas 12 bulan 12 bulan 169,09
Y roda empat 5 unit,roda 6
satu unit,roda dua 8
unit,AC2
unit,komputer/laptop 5
unit,printer 6 unit
Meningkatny Meningkatnya PROGRAM
a pendapatan pemenuhan REHABILITASI
masyarakat perlindungan SOSIAL
sosial dan Indeks Rehabilitasi Sosial 143,39% 42,78%
jaminan sosial 13.691,5
masyarakat 8
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Koordinasi Bantuan
Penyediaan Sosial Pangan 12 Kali 12 Kali 74,83
permakanan




Indikator Kinerja Tujuan, [Tahun Awal Tahun i
Tui Program ,Keg dan Subk Sasaran, Program, Kegiatan 2021 (baseline [Labtnz022ransis) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan . .
Qitay dan Subkegiatan realisasi)*) D aReranokat
9 Daerah Penanggung- [Lokasi
jawab
Kondisi Kinerja pada
Tahun 2023 Tahun Tahun Tahun Akhir Renstra
2024 2025 2026 Perangkat Daerah
. (juta (juta . . . .
Capaian target Rp.) target| Rp.) target |(juta Rp.) | target| (jutaRp.)| target| (juta target (juta Rp.)
: : Rp.
Laporan distribusi 12
bantuan pangan 12 dokumen dokumen
S::iaalxi:aSi bantuan 212 orang 235
pang orang
Pemberian bimbingan sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak
terlantarmLanjut Usia terlantar serta Gelandangan
[FRTEERTE Bantuan Sosial Perawatan
f— 1,3 tahun 12 bulan 156,76
Fasilitasi Adopsi Anak 12 bulan 12 bulan
Fasilitasi pengiriman peserta
Hari Disabilitas Internasional
(HDI) 1 kali 1 kali
Fasilitasi pengiriman peserta
Hari Lanjut Usia Nasional
(HALUN) DIY 1 kali 1 kali
Hibah PMI 1 kali 1 kali




Kondisi Kinerja pada
Akhir Renstra
Perangkat Daerah

Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2021 -
Indikator Kinerja (baseline [ani2n22 (iansisl)
. Program ,Kegiata Tujuan, b lisasi)*)
Tujuan LI Program, Kegiatan dan | | b Tahun 2023 Tahun 2025 Tahun 2026
Subkegiatan bkegiatan

Capaian target g:t;i target (juta Rp.) target |(juta Rp.) target (juta Rp.)

Kerjasama pelayanan

PMKS 12 bulan 12 bulan

Pelaksanaan

JAMKESUS 2 kali 1 kali

DISABILITAS

Respon Kasus 12 bulan 12 bulan

Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar,
/Anak Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar, serta
iGelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial

target (juta Rp.)

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab

Lokasi




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun
aal Tahun 2022 (Transisi)
VELITR Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, 2021 D, f
. Program ,Keg Sasaran, Program, Kegi (baseli o d
fiLitag SEERTE iatan dan dan Subkegiatan realisasi)*) disi Kineri d Baerah [Leticae
Subkegiatan an isi Kinerja pada Pen_anggung-
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun Tahun 2026 Akhir Renstra Perangkat jawab
2025 Daerah
Capaian target (juta Rp.) target gl::a)‘ target (juta Rp.) target |(juta Rp.) target (juta target (juta Rp.)
E Rp.)
Pemberian Bansos Bagi Anak Balita
layanan Data Terlknter 74 anak 100 anak 13.140,62
dan pengaduan
Bansos Bagi Panti
Asuhan dan  Panti 16 panti 23 panti
Jompo
Bansos Bagi Psikotik 0 orang 20 orang
Bansos Bantuan Pangan Non
T 12 bulan 4400 KK
Fasilitasi penyaluran bansos
kecelakaan kerja 7 kasus 37 kasus
bagi penderes
Pelayanan Sosial
kepada PMKS 12 bulan 12 bulan
Terfasilitasinya KPKD (Kader
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah)88 orang 12 bulan 12 bulan
Tersosialisasikannya
mekanisme pemberian 100 Orang 100 Orang
bantuan (1 kali)
Pemberian Pelayanan rujukan
layanan PPKS 12 bulan 12 bulan 18,57
Rujukan




NAPZA

BE dan Karang Taruna

Terfasilitasinya koordinasi

PSKS 4 Kali 3 kali
Terlaksannya Lomba

Kreativitas bagi Potensi

Sumber Kesejahteraan 1 kali 1 kali

Sosial (PSKS)

Target Kinerja Program dan Kerangka
Tahun Pendanaan . .
Awal . Unit Kerja
Tahun Tahun 2022 (Transisi) Perangkat .
Indikator Kinerja Tujuan, 2021 Daerah Lokasi
Tujuan < Program ,Kegiatan Sasaran, Program, (baseline Kondisi Kinerja pada Akhir | Penanggung-
dan Subkegiatan Kegiatan dan Subkegiatan realisasi)*) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah jawab
Capaian target (juta target (juta target [(juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.)
Rp.) Rp.)
Penjangkauan sosial 12 bulan 12 bulan
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS
dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
Pemberian Bimbingan
sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah Terbinannya Lembaga
Kesejahtraan Sosial Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya bukan (LKS)WKSBM,Ors 7
korban HIV/AIDS dan 0s,TKSK,PSM,KU 7 lembaga lembaga 51,17




Tahun
Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2022
Indikator Tahun (Transisi)
Program Kinerja Tujuan, ® 202;!-
Tujuan Sasaran Kegiatan dan Sasaran, asefine
Subkegiatan Program, gealEasiy)
Kegiatan dan
Subkegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah
Capaian target (juta Rp.) target (juta target (juta Rp.)| target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta
Rp.) Rp.)
Kerjasama antar
lembaga dan
kemitraan dalam 1 dokumen
pelaksanaan Database KUBE 1 dokumen 249,63
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PERLINDUNGA N
DAN JAMINAN
SOSIAL :
Indeks Perlindungan 73,63% 94,41% 1.279.65

dan Jaminan Sosial

Pengelolaan Data
Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kot a

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab

Lokasi




Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2021 Tahun 2022 Unit Kerja
Indikator Kinerja (ba.,_sehr_\(i (Transisi) Perangkat
Program Tujuan, 1, f )) Daerah
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan Program, Kegiatan dan Penangg Lokasi
Subkegiatan Subkegiatan Wigp
jawab
Kondisi Kinerja pada
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir
Renstra Perangkat
Daerah
Capaian target (juta target (juta target (juta Rp.) target (juta targ (juta target (juta
Rp.) Rp. Rp. et Rp. Rp.

Fondatssn P e pegas

verifikasi dan 95 orang 95 orang 218,56
Daerah Kabupaten/ el eEim
Kota

Rekap data 1

kesejahteraan 1 dokumen dokume n

sosial

Verifikasi dan

18415

Validasi Data T R RT

Terpadu
Pengelolaan Data Fasilitasi Kegiatan FDS
fakir Miskin (Family Development . .
Cakupan daerah Session) PKH Al sl L0
Kabupaten/Kota

Sosialisasi BKK UEP

PKH 202 orang 202

Graduasi orang

Terlaksanannya 110 orang 110

Sosialisasi PKH orang




Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Awal Tahun 2022 Unit Kerja
Indikator Kinerja Tahun (Transisi) Perangkat
Program Tujuan, Sasaran, 2021 Daerah
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan Program, Kegiatan dan (b‘f_sel"_‘“" Pen:‘inggl:lng— Lokasi
Subkegiatan Subkegi ) javial
g Kondisi Kinerja pada
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir
Renstra Perangkat
Daerah
Capaian target (juta target (juta target (juta Rp.)| target (juta target (juta target (juta
Rp.) Rp. Rp. Rp. Rp.
Indeks Perlindungan dan 73,63% 194,41%
PROGRAM . . 4 ’
PENANGANAN Jaminan Sosial 132,90
BENCANA
Perlindungan Sosial
Korban Bencana
Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
) Jumlah Korban 132,90
Per:(yed|aan Bencana yang 237 kk 150 kk
aanen dibantu
Operasional
Posko Siaga 12 bulan 12 bulan
Tagana
Terlaksaannya 80 orang 80 orang
Sosialisasi KSB
Terlaksannya
100
bimbingan teknis oY @ oran
Tagana dan KSB .
Terselenggaranya Apel
. e PR 155 orang 155
Siaga Tagana s
Upacara Hari 1 kali 1 kali
Pahlawan




Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Awal Tahun 2022
Indikator Tahun (Transisi)
Program Kinerja Tujuan, 02t
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan S; 8 L
Subkegiatan Program, ealis=si)p)
Kegiatan dan
Subkegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah
Capaian target (juta Rp.) target (juta target (jutaRp.)| target (juta Rp.) target juta Rp.) target (juta Rp.)
Rp.)
Meningkat PROGRAM
nya PENGARUSU TAMAAN
kualitas GENDER DAN
Hidup PEMBERDAY AAN
Perempua
ndan Anak | PEREMPUAN 39,26
Cakupan Pemberdayaan|
Perempuan dan
Pengarusutamaan S R
Gender

Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kot a

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penangg
ung- jawab

Lokasi




Tahun

Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan . )
Tahun Tahun 2022 Unit Kerja
Indikator Kinerja 2021 (Transisi) Perangkat
. Program Tujuan, Sasaran, (baseline Daerah _
Tujuan Sasaran Kegiatan d Program, Kegiatan realisasi)*) — Renanggung; Lokasi
»Reglatan can dan Subkegiatan Kondisi Kinerja pada jawab
Subkegiatan Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra Perangkat
Daerah
Capaian target (juta target (juta target (jutaRp.)| target (juta Rp.) target (juta target (juta Rp.)
Rp.) Rp.) Rp.)

Peningkatan
kapasitas Sumber
daya lembaga
Penyedia layanan Ekspos hasil
Pemberdayaan karya kaum 1 kali 1 kali 15,57
peerempuan perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelatihan
Komunikasi Kewirausahaan
Informasi dan P2WKSS, Desa
edukasi (KIE) Prima dan - 30 orang 23,69
Pemberdayaan Perempuan
perempuan Pelaku Industri
Kewenagan Rumahan
Kabupaten/Kota

Penilaian Kalurahan

Pelaksana Program

Terpadu Kegiatan

Peningkatan Peranan

Wanita Menuju 1 Kali 1 Kali

Keluarga Sehat dan
Sejahtera
(P2WKSS)




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Awal
Indikator Kinerja Tahun Tahun 2022
Program Tujuan, Sasaran, 2021 (Transisi)
,Kegiatan dan Program, Kegi (baseline Kondisi Kinerja pada
Subkegiatan dan Subkegiatan real i)*) Tahun 2023 Akhir Renstra Perangkat
Daerah
Capaian target (juta Rp.) target (juta target (juta
Rp.) Rp.)
Terbinanya 8
Kelompok 1 kali/lomba Kelompok
P2WKSS
PROGRAM (Cakupan Perlindungan 99,99 % 99,99 %
PERLINDUNGAN [Perempuan, dan anak 129,36
PEREMPUAN
Pencegahan
Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/
Kota
Koordinasi dan
sinkronisasi
Pekasanaan kegitan
Program dan Kegiatan
Pencegahan Operasional 12 bulan 12 bulan 129,36
Kekerasan Terhadap P2TP2A
perempuan lingkup
daerah
Kabupaten/Kota
Tersosialisasikann ya
kebijakan
perlindungan 110 orang 70 orang
perempuan dan
anak korban
kekerasan

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penangg
ung- jawab




Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal Perangk at
Program Tujuan, Sasaran, Tahun Tahun 2022 Daerah
Tujuan [Sasaran ,Kegiatan dan Program, Kegiatan dan 2021 (Transisi) E— Penangg Lokasi
Subkegiatan Subkegiatan (baseline Kondisi Kinerja pada ung- jawab
realisasi)*) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra Perangkat
Daerah
Capaian target g:t)a target (g::? target (jutaRp.)| target (juta Rp.) target MR target (uta Rp.)
Tersosialisasikann ya
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan 36 orang 36
el sekolah
PROGRAM Cakupan Pemberdayaan
PENGELOLAAN Perempuan dan
SISTEM DATA Pengarusutamaan Gender
GENDER 68,77% 68,81 58,02
DAN ANAK
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data
Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyajian dan
Pemanfaatan data
Gender dan anak Seminar Peringatan
dalam kelembagaan Hari Kartini 1 kali 1 kali
data dan kewenangan 58,02
Kabupaten/Kota




Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Indikator Kinerja Tahun 2021 Tahun 2022 Pendanaan Perangkat
Program Tujuan, Sasaran, (baseline (Transisi) Daerah
Tujuan [Sasaran Kegiatan Program, Kegiatan realisasi)) Penanggu Lokasi
S dan Subkegiatan ng- jawab
Subkegiat Kondisi Kinerja pada
an Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra
Perangkat Daerah
: (juta (juta ) N target (juta Rp.) (juta
Capaian target Rp.) target Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target Rp.)
Terlaksananya Inisiasi
Kalurahan Sadar =2 =2
Gender
Terfasilitasinya 11 kali 12 kali
koordinasi GOW
Terlaksananya
pelatihan PPRG dan 2eloand 2elorand
ARG
Terlaksananya
sosialisasi 65 orang 50 orang
berpolitik untuk
perempuan
Tersedianya data pilah
gender dan anak 1 dokumen i
dalam dokume n
pembangunan
Tersusunnya 1
laporan evaluasi PUG 1 dokumen dokume n
Tersusunnya 1
laporan lembaga A aetamE dokume n
berbasis gender
Tersusunnya profil 1
pengarusutamaan 1 dokumen dokume n
gender




Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Tahun 2021
Program Tujuan, h (baseli ahini2022 Kondisi Kinerja pada
,Kegiatan dan Program, Kegiatan realisasi)*) (UTEnEED) Tahun 2023 Akhir Renstra Perangkat
Subkegiatan dan Subkegiatan Daerah
Capaian target g:? target (g:’ta)\ target (uta Rp.)

PROGRAM Cakupan Perlindungan 99,99% 99,99%
PEMENUHAN [Perempuan, dan anak 194,7
HAK ANAK 1
(PHA)
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
singkronisasi
Pelaksanaan
Pendampingan Pembinaan desa 12 12
Peningaktan layak anak Kalurahan Kalurahan 194,7
Kualitas Hidup Anak 1
tingkat Daerah
kabupaten/Kota

Pembinaan 12

kecamatan layak 12

anak Kapanewon Kapane

won

Penyediaan makanan

tambahan bagi 370

anak sekolah di 370 anak anEle

keluarga miskin

Unit Kerja
Perangk at
Daerah
Penanggu
ng- jawab




Unit

Tahun Awal
Tahun 2021 Target Kinerja Program dan Kerangka Kerja
Indikator Kinerja (baseline Tahun 2022 Pendanaan Perangk
. Program Tujuan, , lisasi)*) (Transisi) at i
Tujuan [Sasaran ,Kegiatan Program, Kegiatan Daerah [Lokasi
dan dan Subkegiatan Kondisi Kinerja pada Penang
Subkegiatan Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra 9 ““%'
Perangkat jawa
Daerah
juta uta target juta Rp., juta
Capaian target gp.) target gp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) Y 0 P) target gp.)

Terevaluasinya 1
kabupaten layak 1 dokumen I E
anak
Terfasilitasinya
forum anak 3 kali 3 kali
kabupaten
Terfasilitasinya
forum anak 12 kali 12 kali
kecamatan
Terfasilitasinya . X
Peringatan Hari 1 kali 1 kali
Anak
Terlaksannya pelatihan
konvensi hak anak 100 orang 100

orang
Terlaksannya
pembinaan 4 Kali 4 Kali
kabupaten layak anak




Rencana Program, Keg

Tabel 6.1

iatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka
Awal Pendanaan
Tahun Tahun 2022
Indikator Kinerja 2021 ransisi . .
Tujuan Sasara:\ (baseline i ) iKondisilKineria CLIBLCHE
Program Program, realisasi)*) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 pada Akhir Renstra | Perangkat
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan Kegiatan d'.s\n Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
Subkegiatan Subkegiatan Penanggu
9 ng-jawab
q (juta q A A A (juta
Capaian target Rp.) target (juta target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target Rp.)
b Rp.) .
Meningkatny [Meningkatnya
a kualitas layanan
. PROGRAM Persentase
penyelengga | pencapai an PENUNJANG Peningkatan
:Zmerintahan :ﬂggzidan URUSAN Penunjang Urusan Dinsos PPPA Lingkup
PEMERINTAHAN Pemerintahan % 100 3.166,58 100 3.369,25 100 3.408,51 100 3.527,70 100 Dinsos
dan perangk at DAERAH Daerah 1347204 PPPA
pelayanan daerah
publik yang KABUPATEN/KOTA Kabupaten/Kota
responsif dan
akuntabel
Perencanaan, Jumlah dokumen
Penganggaran, dan perencanaan dan
Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja dokumen
Perangkat Daerah disampaiakan 13 13 13 13 13
tepat waktu
Jumlah Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah dokumen 2 9,71 2 16.21 2 16,86 2 8 60,38
o Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat laporan 11 8,69 11 21.08 11 21,92 11 22,5 44 74,19
Daerah )
Administrasi Keuangan [jumlah laporan
Perangkat Daerah keuangan yang laporan 14 14 14 14 56
disampaikan tepat
waktu

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo




Penyediaan Gaji dan
ITunjangan ASN

\Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
ITunjangan ASN

Orang/ Bulan

Daerah

umum

Penyediaan Jumlah Dokumen

IAdministrasi Hasil Penyediaan

Pelaksanaan IAdministrasi dok

Tugas ASN Pelaksanaan Tugas okumen
IASN

Koordinasi dan \Jumlah Laporan

Penyusunan Keuangan Bulanan/

Laporan Keuangan  [Triwulanan/

Bulanan/ 'Semesteran SKPD dan

Triwulanan/ Laporan Koordinasi

Semesteran SKPD  |Penyusunan Laporan laporan
Keuangan
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran SKPD

Administrasi jz'l?tiﬁren

Umum Perangkat administrasi dokumen

36 2.361,22 36 2.455,95 36 2.480,00 36 2.580,00 36 9.877,17
14 49,23 14 52,00 14 53,56 14 54,83 14 209,62
14 9,80 14 12,78 14 13,29 14 13,8 14 49,67
1 1 1 1 4




Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja
Awal
Tahun Tahun 2022 Pg::rgll:at Lokasi
Indikator Kinerja 2021 (Transisi) e
Tujuan, Sasaran (baseline Kondisi Kinerja pada Penanggu
Rrogram Program, Kegiatan realisasi)*) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra Perangkat ng-jawab
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan B Sul;ke o Satuan Daerah
Subkegiatan 9
. (juta = . . = (juta Rp.)
Capaian target Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraa n
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan
dan Konsultasi Konsultasi SKPD Laporan 12 30,80 12 82,00 12 86.10 12 90,00 12 288,9
SKPD
Pengadaan Barang
Milik Daerah Jumiah
Penun!ang Urusan penambahan aset unit 7 7 7 7 7
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit Sarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Pendukung Gedung Kantor atau .
Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 7 160,00 7 167.80 7 168.00 7 175.00 28 670,8
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah laporan
Penunjang Urusan penyediaan jasa Lanoran
Pemerintahan penunjang P
Daerah 12 12 12 12 48




Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka

Unit Kerja
Awal Pendanaan Perangkat
. Tahun Tahun 2022 Daerah Lokasi
f Kinrr?;k'?:n?u:an (b:gezl::.ne (Transish Kondisi Kinerja pada | Penanggung-
: gograny Kooty o realisasi)) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra jawab
Tujuan Sasaran ndan ! Satuan Perangkat Daerah
q Program, 9
Subkegiatan !
Kegiatan dan
Subkegiatan
Capaian target (jut;l target (juta Rp.) target juta Rp.) target [(juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.)
Rp.
?::ay i’t?e:;t an Jumlah Laporan
dan Penyediaan Jasa Laporan 12 343,22 12 375.56 12 376.00
Penunjang
Perlengkapan
Kantor 12 378.50 48 1.473,28
Pemeliharaan
Barang Milik Jumlah laporan Laporan
Daerah pemeliharaan P 1 1 1 1 4
Penunjang barang milik
Urusan daerah
Pemerintahan
Daerah
. Jumlah Gedung
Pemellhgragn/ Kantor dan
Reh abilitasi Bangunan
Gedung Kantor Lainnya yang Unit 29 193,91 29 185.87 29 192.78 29 195.47 29 768,03
‘L’a.” Bangunan Dipelihara/Direh
annya abilitasi
Meningkatnya Meningk
pendapatan atnya
masyarakat pemenu
han
2:::‘::5“' EESSEQEAYAA :;:;ZT:{Z?] % 51,95 57,78 63,61 69,44 89,12 69,44 Dinsos Ibi?:]gslinusp
dan N Pemberdayaan ' 80,00 ' 85,12 ’ 86,11 ! ! ! 340,36 PPPA
bl SOSIAL : PPPA
jaminan Sosial
sosial
masyara
kat
Pengumpula Persentase
n Peningkatan
Sumbangan Pemberdayaan % 51,95 57,78 63,61 69,44 69,44
dalam Sosial °
Daerah
Kabupaten/Kota




Tahun
Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan

Unit Kerja
. Tahun Tahun 2022 Perangkat
Kinlt:,qual\k'?ltl?l.rlan b ZOZI:!. (s Kondisi Kinerja pada Daerah
Program e ranan: r(e;iss;'i‘)i) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra Penanggu
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan Program' Satuan Perangkat Daerah ng-jawab Lokasi
Subkegiatan Kegiatan d’an
Subkegiatan
q (juta q q A . (juta
Capaian target Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target Rp.)
Terlaksananya
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
Penerbitan Izin Penerbitan Izin
Undian Gratis Undian Gratis Dokumen 10,21
Berhadiah dan Berhadiah dan 6,90 9,10 9,60 35,80
Pengumpulan Uang Pengumpulan
atau Barang Uang atau
Barang
Pengembangan
. Persentase
Poter_m Sumber Peningkatan %
Kesejahteraan Pemberdayaan
Sosial Daerah Sosial
Kabupaten/Kota
Peningkatan .
Meningkatnya
Kemampuan Kemar?wpuaz
Pot§n5| Pekerja Potensi Pekerja Orang 11,29
Sosial Masyarakat Sosial 45 10,04 45 10,73 45 10,96 45 45 43,00
Kewenangan Masyarakat
Kabupaten/Kota
Peningkatan ) Meningkatnya
Kemampuan Potensi Kapasitas
Tenaga ) Tenaga Orang 12 13,40 12 14,19 12 14,29 12 12 57,86
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan 15,99
Kecamatan Sosial
Kewenangan Kecamatan
Kabupaten/Kota




Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Awal
Tahun Tahun 2022
0, | T ondis Kinra pada | Uit keria
) Rrogram Sasaran, realisasi)*) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra Perangkat .
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan Pro ram' Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
Subkegiatan Kegi gram, Penanggu
egiatan dan e
Subkegiatan 9]
et (juta = q q q (juta
apaian target Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target Rp.)
Peningkatan
Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Meningkatnya
Sosial Kapasitas PSKS PSKS/Lembaga 51,65
Kelembagaan Kelembagaan 8 49,66 8 51,11 8 51,27 8 8 203,69
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase
PROGRAM Pelayanan Dinsos Lingkup
REHABILITASI Dasar % 100 100 100 100 15.283,46 100 58.366,5 Dinsos
SOSIAL Urusan Wajib 13.718,97 14.596,98 14.767,09 0 PPPA PPPA
Bidang
Sosial
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas Persentase
Terlantar, Anak Pelayanan
Terlantar, Lanjut Dasar Urusan % 100 100 100 100 15.283 100
Usia Terlantar, Waijib Bidang 13.719 14.597 14.117 57.716
serta Sosial
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
Pemenuhan
. Kebutuhan
Penyediaan
Permakanan Permakanan Orang 462 491,85 462 614,57 462 72,29 462 9BLIL | 46n 2.109,82
Sesuai dengan
Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Kabupaten/Kota




Tahun Awal Target Kinerja Program
Tahun 2021 dan Kerangka Pendanaan
(baseline Tahun 2022
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, isasi)* isi A f :
Program lKegilatan dan geaias) rensl) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja
Program sm;kegimn Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra Perangkat
Tujuan | Sasaran ,Kegi 1 dan Subkegi 1 Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Capaian target g\;t)a target (juta target (juta target (juta target (juta target (jutaRp.)
. Rp.) Rp.) Rp.) Rp.)
Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Orang 30 2918 | 30 3518 | 30 50,19 | 30 85,98 30 200,53
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Oran 98.75
9 250 61,82 250 71,82 250 79,27 250 ! 250 311,66
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Pemberian Bimbingan Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
kepada Keluarga Penyandang Lanjut Usia Terlantar, serta
Disabilitas Terlantar, Anak Gelandangan Pengemis dan
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Masyarakat Kewenangan Kabupaten/
serta Gelandangan Pengemis dan Kota
Masyarakat Orang 250 29,77 | 250 29,77 | 250 56,78 | 250 76 | 250 212,17




Tujuan

Sasaran

Program
,Kegiatan dan
Subkegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,

Program,

Kegiatan dan
Subkegiatan

Tahun
Awal

Tahun Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan

2021
(baseline
realisasi)*)

2022

(WELEIE) Tahun 2023
Satuan

Tahun 2024

Tahun 2025

Tahun 2026

Kondisi Kinerja
pada Akhir Renstra
Perangkat Daerah

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu

ng-jawab

Lokasi

(juta
Rp.)

Capaian target target (juta Rp.)

Pemberian Akses
ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
Akses ke
Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan
Dasar
Kewenangan
Kabupaten/Kota

target (juta Rp.)

target (juta Rp.)

target

(juta Rp.)

(juta

target
rge Rp.)

Orang 24 15,08

Pemberian
Layanan
Kedaruratan

Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
Pelayanan
Kedaruratan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

24 20,19

24 25,98

24

50,96

24 112,21

Orang 24 17,41

Pemberian
Layanan Rujukan

Jumlah Orang
Mendapatkan
Layanan
Rujukan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

24 19,86

24 26,58

24

34,88

24 98,72

Orang 120 96,78

Fasilitasi Bantuan
Sosial
Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah
Keluarga
Penerima
Manfaat (KPM)
yang
Mendapatkan
Bantuan Sosial
Kesejahteraan
Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota

120 99,88

120 110,99

120

130,66

120 438,30

KPM

4.400 12.958,67

4.400 13.665,87

4.400 13.669,58

4.400

13.845,38

54.139,5

4.400 0




Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka
Awal Pendanaan
Tahun Tahun 2022
Indikator isi . .
Kinerja Tujuan (bazgsl::.ne eI Kondisi Kinerja Unit Kerja
Program STy, realisasi)t) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 pada Akhir Perangkat
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan erTE Satuan Renstra Perangkat Daerah Lokasi
Subkegiatan R Daerah Penanggu
Kegiatan dan ng-jawab
Subkegiatan 19-jawal
q (juta . A 3 . (juta
Capaian target Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta target Rp.)
h Rp.) .
Rehabilitasi
Sosial
Penyandang Persentase
Masalah
Kesejahteraan Pelayanan
N Dasar Urusan %
Sosial (PMKS) Waiib Bidang
Lainnya Bukan Sosial
Korban HIV/IAIDS
dan NAPZA di
Luar Panti Sosial
Jumlah
Dokumen Hasil
Keria Sama antar Koordinasi dan
Ler:\baga dan Kerja Sama
Kemitraan dalam ZQLaTK:;rE?:e?r? Dokumen 29,88
Pelaksanaan dalam 18,43 19,86 24,85 ! 5 93,01
R Soxel | elasanaan
Rehabilitasi
Sosial
Kabupaten/Kota
PERLINDUNGAN | Fersemase Dinsos | Ligkwp
> o "
DAN JAMINAN Perlindungan % 32,84 110065 31,30 127643 2048 | 1,0 5 27,78 133645 | 2778 | gooaes | pppa Dinsos
Sosial PPPA
SOSIAL
; 9
Cakupan Daerah gg:ilgldungan % 32,84 31,30 29,48 27,78 27,78
Kabupaten/Kota




Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Awal
Tahun Tahun 2022
Indikator Kinerja isi . .
Tui:lan Saslaraln (b:gsl::.ne (Transish Kondisi Kinerja pada [ Unit Kerja
Tujuan Program Progran; Kegiata'n realisasi)¥) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir R P k
Sasaran ,Kegiatan dan e Sul';ke ey Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
Subkegiatan 9 Penanggu
ng-jawab
. (juta . q . . (juta
Capaian target Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target Rp.)
Pendataan Fakir Jumlah Fakir Miskin
L Cakupan Daerah
Miskin Cakupan Kabupaten/Kot Rumah 764,86
Daerah Pon e Tt 18.400 649,84 18.400 706,86 18.400 720,44 18.400 ' 18.400 2.842,00
Kabupaten/Kota yang 99
Jumlah Keluarga
Pengelolaan Data yang Mendapatkan
Fakir Miskin Pengentasan Fakir
Cakupan Daerah Miskin Keluarga 40.000 549,81 40.000 569,57 40.000 570,86 40.000 57159 | 40000 | 2.261,83
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase
PROGRAM Pelayanan Dasar Dinsos Lingkup
PENANGANAN Urusan Wajib % 126,03 Dinsos
BENCANA Bidang Sosial 100 113,13 100 120,37 100 121,77 100 100 481,31 PPPA PPPA
Perlindungan Persentase
Sosial Korban Pelayanan Dasar
Bencana Alam Urusan Wajib %
dan Sosial Bidang Sosial 100 100 100 100 100
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Permakanan 3x1
Hari dalam Masa
Penyediaan Tanggap Darurat KK 23.98
Makanan (Pengungsian) 190 30,04 190 31,54 190 31,89 190 ! 760 127,45
Kewenangan
Kabupaten/Kota




Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka
Awal Pendanaan
Tahun Tahun 2022
Indikator Kinerja isi A .
L J 2021 rensl) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja
Tujuan, Sasaran, (baseline ; D, 1
Program Program. realisasi)¥) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Per
Tujuan ,Kegi 1 dan » ! Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
" Kegiatan dan
Subkegiatan ShPen e Penanggu
9 ng-jawab
Capaian target g:t)a target (juta target (juta target (juta target (juta target (Fj;:)t")’
’ Rp.) Rp.) Rp.) Rp.) :
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Persentase
Masyarakat Pelayanan
Terhadap Dasar Urusan %
Kesiapsiagaan Wajib Bidang 100 100 100 100 100
Bencana Sosial
Kabupaten/Kota
Jumlah
Kampung yang
- Melaksanakan
Kpo_rdlngsu Koordinasi,
Sosialisasi dan Sosialisasi dan
Pelaksanaan Pelaksanaan Kampung 12 13,74 12 14,15 12 14,58 12 1501 12 57,48
Kampung Siaga "
Bencana Kampung Siaga
Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
yang
Koordinasi, Mﬁfg%ai::;an
Sosialisasi dan Sosialisasi d’an
Pelaksanaan Pelaksanaan Orang 100 69,36 100 74,68 100 75,31 100 .05 100 296,39
Taruna Siaga Taruna Siaga
Bencana 9
Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase
PROGRAM Cakupan . Lingkup
PENGELOLAAN Pemeliharaan % 22,33 Dinsos Dinsos
TAMAN MAKAM ° 100 20,04 100 21,32 100 21,57 100 ! 100 85,26 PPPA
Taman Makam PPPA
PAHLAWAN Pahlawan




Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka
Awal Pendanaan
Tahun Tahun
Indikator Kinerja . .
Tujuan Sasara:\ T 202) (2.:'3.22 o Kondisi Kinerja pada | Unit Kerja
Program Program, realisasi)*) : Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir P L
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan 5 J Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
Kegiatan dan g
Subkegiatan S e Penanggu
9 ng-jawab
q (juta A A . A (juta
Capaian target target (juta target (juta target (juta Rp.) target (juta Rp.) target
Rp.) R R Rp.)
p.) p.)
Pemeliharaan Persentase
Taman Makam Cakupan
Pahlawan Pemeliharaan %
Nasional Taman Makam 100 100 100 100 100 )
Kabupaten/Kota Pahlawan
Terlaksananya
Pemeliharaan Taman Pemeliharaan
Makam Pahlawan Taman Makam Makam 2233
Nasional Kabupaten/ Pahlawan 1 20,04 1 21,32 1 21,58 1 ! 1 85,27
Kota Nasional
Kabupaten
Meningk
zﬂziias PROGRAM Persentase
Hidup PEMBERDAYAAN peningkatan Lingkup
PEREMPUAN DAN pemberdayaan o, Dinsos .
::'::1"“ PENGARUSTAMA perempuan dan % 58,26 39,34 63,90 41,86 68,35 42,35 7314 4382 | 7314 167,37 PPPA Dimsos
AN GENDER pengarusutama an
Anak
gender
Penguatan dan
Pengembangan Persentase
Lembaga Penyedia Peningkatan %
'F',z‘:g;'; ayaan gg:’;ﬁf&ggﬁa;;n 58,26 39,34 63,90 41,86 68,35 42,35 73,14 438 73,14 167,37
Perempuan Pengarustamaa n 2
Kewenangan Gender
Kabupaten/Kota




Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka

Awal Pendanaan
Tahun Tahun 2022
.Ilp(!nkato; Kinerja zozl; (Transisi) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja
Program Propram, Kegiatzn rg:,‘iss:"s?ﬁ) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Renstra Perangkat
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan e Sut;ke Retern Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
Subkegiatan 9 Penanggu
ng-jawab
. (juta . A q 3 (juta
Capaian target Rp.) target (juta target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target Rp.)
h Rp.) .
Jumlah sumber Daya
Peningkatan tembaga Penyedia
Kapasitas Sumber ayanan
Pemberdayaan
Daya Lembaga
Penyedia Layanan Perempuan
Pemberdayaan Kewenangan Orang 90 12,27 90 12,68 90 13,1 90 13,53 90 51,58
Perem uaﬁ Kabupaten/Kota yang
Kewen';n an Mendapat
Kabupat %/K " Peningkatan
abupaten/iota Kapasitas
Jumlah Dokumen
Pengembangan Komunikasi Informasi
Komunikasi, dan Edukasi (KIE)
Informasi dan Pemberdayaan
Edukasi (KIE) Perempuan
Pemberdayaan Kewenangan Dokumen 4 27,07 4 29,18 4 29,24 4 30,29 4 115,78
Perempuan Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Tersedia
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM DATA 58,26 49,75 0 0 0 0 0 0 0 49,75 bi Lingkup
GENDER DAN PPDA Dinsos
ANAK PPPA
Pengumpulan,
Pengolahan
Analisis dan Persentase
Penyajian Data Peningkatan
Gender dan Anak Pemberdayaan %
b
Dalam Perempuan dan
Kelembagaan Data Pengarustamaa n
di Tingkat Daerah Gender
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Jumlah Dokumen
Gender dan Anak Data Gender dan | Dokumen
di Kewenangan Anak Kabupaten/Kota 527
Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 5,27 0 0 0 0 ! 0 1




Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka
Awal Pendanaan
Tahun Tahun
Indikator P .
Kinerja (b:gezl::.ne (Z'I?rzaz:\sisi) Kondisi Kinerja OtKer
Program Tujuan realisasi)*) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 pada Akhir Renstra Perangkat
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan Sasarar; Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
Subkegiatan Program' Penanggu
Kegiatan dan ng:jawab
Subkegiatan (juta (juta
Capaian target Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target Rp.)
Jumlah
" Dokumen
Penyajian dan -
Pemanfaatan Data Penyajian dan
Pemanfaatan
Gender dan Anak Data Gender
dalam Dokumen 0 0 0 0 6
Kelembagaan dan Anak 44,48 0 0 44,48
Data di dalam
Kelembagaan
Kewenangan "
Kabupaten/Kota Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a
PROGRAM Persentase Dinsos Lingku
PERLINDUNGA Perlindunga % 99,99 99,99 99,99 99,99 144,40 99,99 p
N PEREMPUAN n 129,61 137,91 139,52 551 PPPA Dinsos
Perempuan PPPA
Pencegahan
Kekerasan Persentase
Terhadap Perlindunga 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
Perempuan
Lingkup Daerah n
Kabupaten/Kot Perempuan
a
Jumlah
Koordinasi dan Eglcj?cll?neansiH d?r?
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Kebijakan, Kebiiakan
Program dan Proglram tian
Kegiatan Kegiatan Dokumen 4321 8 45,97 3 46,50 3 4813 8 183,81
Pencegahan Pencegahan
Kekerasan Kekere?san
Terhadap
Perempuan Terhadap
; Perempuan
Lingkup Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
a




Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka
Awal Pendanaan
Tahun Tahun
Indikator 2021 2022 i i
o " i Kondisi Kinerja Unit Kerja
: Program A R rg:iss:":i'ﬁ) (Transisi) Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 pada Akhir Renstra | Perangkat :
Tujuan Sasaran ,Kegiatan dan o ram' Satuan Perangkat Daerah Daerah Lokasi
Subkegi Kegi 9 d,an Penanggu
Subkegiatan pujiawab
Gt (juta 3 . - 3 (juta
apaian target Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target Rp.)
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
[Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan
Koordinasi
[Kewenangan
[Kabupaten/Kota
[Koordinasi dan lJumlah Layanan Layanan
Sinkronisasi Tindak Lanjut
Pelaksanaan Pengaduan yang
[Penyediaan Layanan [Memerlukan
[Rujukan Lanjutan bagi |[Koordinasi dan
[Perempuan Korban  |Sinkronisasi bagi 2 86,4 2 91,94 2 93,01 2 96,26 2 367,61
Kekerasan Perempuan Korban
[Kewenangan Kekerasan
[Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase Dinsos Lingku
PEMENUHAN Pemenuha % 15,52 195,1 31,03 207,58 46,55 210,00 56,90 217,38 56,90 830,07 PPPA p
HAK ANAK n Hak Anak Dinsos
(PHA) PPPA
Pelembagaan
PHA pada
Iﬁimle)z?:ah, Persentase
Nonpemerintah, Pemenuhan % 15,52 31,03 46,55 56,90 56,90
N Hak Anak
dan Dunia
Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah
Koordinasi dan Dokumen _Ha5|l
Sinkronisasi Kpordmg& Qan
Pelembagaan Sinkronisasi
Pelembagaan Dokumen 9 195,11 9 207,58 9 210,00 9 217,38 9 830,07
Pemenuhan Hak P
Anak emenuhan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
a




No

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Renstra 2023-2026 merupakan indikator

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kulon

Progo Tahun 2023-2026 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat

dicapai.

Indikator

Kinerja Dinsos PPPA yang pencapaiannya berkaitan

langsung dengan

pencapaian indikator kinerja perangkat daerah tercantum pada table 7.1 dan indikator kinerja

program yang akan dilaksanakan tercantum pada tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah PD Kulon Progo yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

Sasaran Perangkat Indikator Kinerja Satuan Kondisi Target Setiap Tahun
Daerah / IKU Sasaran Daerah/ IKU Kinerja —
Perangkat Daerah Perangkat Daerah pada  Transisi | I i
awal
periode
RPD
2021 2022 2023 2024 2025
Meningkatnya Indek perlindungan dan %
pemenuhan jaminan sosial 74,62 74,39 74,20 73,61 73,07
perlindungan masyarakat
sosial dan jaminan
sosial masyarakat
Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan %
kualitas Hidup Perempuan, 67,07 70,57 75,42 85,12 94,11
Perempuan dan pengarusutamaan
Anak Gender dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Meningkatnya Rata-rata prosentase %
layanan pencapaian program 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pencapaian tugas pada masing-masing
dan fungsi perangkat daerah

perangkat daerah

103

Kondisi Kinerja
pada akhir

v periode RPD KP
2023-2026

2026

72,56

100,00

100,00



Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tabel

Perubahan Renstra Dinsos

7.2

2023-2026

Program Pemberdayaan |Persentase 40,30 46,13 51,95 57,78 63,61 69,44 69,44
Sosial Peningkatan
Pemberdayaan Sosial
2 Program Rehabilitasi Persentase Pelayanan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sosial dasar urusan wajib
bidang sosial
3 Program Persentase Pelayanan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Penanganan dasar urusan wajib
Bencana bidang sosial
4 Program Persentase % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pemeliharaan (Cakupan
Taman Makam Pemeliharaan
Pahlawan Taman Makam
Pahlawan
5 Program Pemberdayaan |Persentase % 49,90 53,32 58,26 63,90 68,35 73,14 73,14
perempuan dan peningkatan
pengarusutamaan gender | pemberdayaan
perempuan dan
pengarusutamaan
gender
6 Program Pengelolaan Persentase % 49,90 53,32 58,26 63,90 68,35 73,14 73,14
Sistem Data Gender Dan | peningkatan
Anak pemberdayaan
perempuan dan
pengarusutamaan
gender
7 Program Perlindungan Persentase % 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
Perempuan perlindungan
perempuan
8 Program Pemenuhan Persentase % 4,02 8,05 15,52 31,03 46,55 56,90 56,90
Hak Anak (PHA) Pemenuhan Hak
Anak
9 Program Perlindungan Persentase % 34,26 33,37 32,84 31,30 29,48 27,78 27,78
Sosial Perlindungan Sosial
10 Program Penunjang Persentase Peningkatan % 100,00 100,00 100,00 100,00} 100,00} 100,00} 100,00|
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Kabupaten/Kota |Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

10




BAB VIl
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 3
(tiga) tahun yang merupakan penjabaran RP Daerah Tahun 2023-2026). Rancangan Perubahan
Rencana Strategis ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pencapaian Sasaran, Srategi
dan kebijakan OPD sehingga lebih terukur dan akuntabel.

Komitmen yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 ini selanjutnya dijadikan
pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) oleh masing-masing Bidang di
lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan menjadi dasar
dalam perencanaan tahun berikutnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan-
masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah - Nya kepada kita semua.

Amiin.

Wates, 29 Desember 2022

Kepala Dinas,

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si.

Pembina Utama Muda, 1V/c
NIP. 196305271989031005



BAGAN ALIR KESESUAIAN RPD KABUPATEN KULON PROGO DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Indikator :

Pendapatan Per Kapita Pendudul{ADHE}

Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator :

Indikator :

Fersentase Peningkatan Pemberdayaan
Sosial

Indikator :

Program Rehabilitasi Sosial

Indikator :

Persentase Pelayanan dasar urusan wajib
hidang sasial

Indek perlindungan dan jaminan sosial
masyarakat

Indikator :

Indikator :

Indikator :

—
Program Pemeliharaan Taman Makam
Pahlavran

kator :

Persentase Perlindungan Sosial

Indikator :

Fersentase peningkatan pemberdayaan
perempuan dan pengarusutamaan
gender

Indikalor :

Cakupan Pemberdayaan Perempuan,
pengarusuramaan Gender dan
Ferlindungan Perempuan dan Anak

Indikator :

Fersentase perlindungan perempuan

Indikator :

Persentase Pemenuhan Hak Anak

Indikator :

1. Nilai akun labilitas kinerja
pemerintahan
daerah (AKIP)

LA g
Daerah [Opini BPK)

Rata-rata prosentase pencapaian
program pada masing-masing
perangkat dacrah

Persentase Peningkatan Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(1IKM)

Perubahan Renstra Dinsos
PPPA




METADATA INDIKATOR PERANGKAT KERJA DINSOS PPPA 2023-2026

No

Sasaran OPD

IKU OPD

Satuan

Cara Perhitungan

Kondisi Awal

Target Kinerja OPD

2021

2022

2023

2024 2025

2026

realisasi

(dengan
rumus
baru)

target

target

target target

target

[

Meningkatnya
pemenuhan
perlindungan sosial dan
jaminan sosial
masyarakat

Indek
perlindungan dan
jaminan sosial
masyarakat

((jumlah fasilitasi KK yang mendapat bantuan kebutuhan dasar /
jumlah penduduk) * 35%) + ((Jumlah anak terlantar,disabilitas
terlantar,lanjut usia terlantar,tuna sosial terlantar diluar panti /
Jumlah anak terlantar,disabilitas terlantar,lanjut usia
terlantar,tuna sosial terlantar diluar panti yang harus
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) * 45% ) + ((jumlah
laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani /
jumlah kejadian bencana sosial dan alam yang terlaporkan) *
20%)

74,62

74,39

74,20

73,61 73,07

72,56

Jumlah Fasilitasi KK yang Mendapat Bantuan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

42.000

41.000

40.000

38.000 36.100

34.295

Jumlah Penduduk

152.833

152.833

152.251

154.383 156.544

158.735

Jumlah anak terlantar,disabilitas terlantar,lanjut usia terlantar,tuna sosial
terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar

12.048

12.122

12.226

12.400 12.581

12.764

Jumlah anak terlantar,disabilitas terlantar,lanjut usia terlantar,tuna sosial
terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan
dasar

12.048

12.122

12.226

12.400 12.581

12.764

jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam
yang ditangani

1.450

1.500

1.560

1.510 1.460

1.410

jumlah kejadian bencana sosial dan alam yang
terlaporkan

1.450

1.500

1.560

1.510 1.460

1.410

Meningkatnya kualitas
Hidup Perempuan dan
Anak

Cakupan
Pemberdayaan
Perempuan,
pengarusutamaan
Gender dan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

((Qumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak) x 40%) + ((Jumlah Desa dan
Kelurahan yang telah menyusun gugus tugas layak anak /
Jumlah gugus tugas desa dan kelurahan) x 30%) + ((Jumlah
OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / jumlah OPD) x 30%))

67,07

70,57

75,42

85,12 94,11

100,00

Jumlah kasus kekerasan terhadap perermpuan dan anak yang
ditangani secara komprehensif

113

90

48

46 a4

42

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak

113

90

48

46 44

42

Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun
gugus tugas layak anak

12

24

48 72

87




Perubahan Renstra Dinsos PPPA

2023-2026
Target Kinerja OPD
No Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan Kondisi Awal
Target Kinerja OPD
2021 2022 2023 2024 2025 2026
:gz:sgzsn' target target target target target
rumus
baru)
Jumlah gusus tugas desa dan kelurahan 87 87 87 87 87 87
Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG 35 37 38 40 41 42
Jumlah OPD 42 42 42 42 42 42
3 | Meningkatnya layanan | Rata-rata % (Jumlah indikator program OPD yang mencapai target / Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pencapaian tugas dan |prosentase indikator program OPD) X 100
fungsi perangkat pencapaian

daerah

program pada
masing-masing
perangkat
daerah

Jumlah indikator program OPD yang mencapai
target

Jumlah indikator program OPD




Perubahan Renstra Dinsos

PPPA 2023-2026

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINSOS PPPA 2023-2026

Kondisi Target Kinerja Program
Indikator Kinerja ) Awal
Sasaran Program Satuan Cara Perhitungan 2021 2022 2023 2024 2025 2026
No OPD realisasi (dengan ar
rumus baru) get target target target target
1 |Program Persentase % (((Qumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan/ 40,30 46,13 51,95 57,78 63,61 69,44
Pemberdayaan Peningkatan Jumnlah PSKS Individu) x 100) x 40) + (((Jumlah PSKS
Sosial Pemberdayaan Kelembagaan yang mendapat pembinaan / Jumlah
Sosial PSKS Kelembagaan) x 100) x 60)
Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan 110 130 150 170 190 210
Jumnlah PSKS Individu 316 316 316 316 316 316
Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan 80 90 100 110 120 130
Jumlah PSKS Kelembagaan 182 182 182 182 182 182
2 |Program Persentase % ((Qumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan (100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rehabilitasi Pelayanan dasar pelayanan kebutuhan dasar / Jumlah anak terlantar
Sosial urusan wajib bidang diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan

sosial

kebutuhan dasar anak) x 25%) + (Jumlah penyandang
disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan
pelayanan kebutuhan dasar | Jumlah penyandang
disabilitas terlantar diluar panti yang harus
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar x 25%) +
(Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang
mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar / Jumlah
lanjut usia terlantar diluar panti yang harus
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) x 25%) +
((Qumlah tuna sosial yang mendapatkan pelayanan
pemenuhan kebutuhan dasar / Jumlah tuna sosial diluar
panti yang harus mendapatkan pemenuhan
kebutuhan dasar anak) x 25%)




Perubahan Renstra Dinsos PPPA

No

Sasaran OPD

Indikator Kinerja
Program

Satuan

Cara Perhitungan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program

2021

2022

2023

2024

2025

2026

realisasi (dengan
rumus baru)

target

target

target

target

target

(Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan
pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti
yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlahanak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan
kebutuhan dasar

2.642

2.663

2.679

2.716

2.755

2.793

Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan
pemenuhan kebutuhan dasar anak

2.642

2.663

2.679

2.716

2.755

2.793

(Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang
mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah
penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

[Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang
mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar

5.302

5.333

5.376

5.451

5.528

5.605

Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak

5.302

5.333

5.376

5.451

5.528

5.605

(Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan
pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar

panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
anak)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

[Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan
pelayanan kebutuhan dasar

4.088

4.105

4.145

4.203

4.262

4.322

Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak

4.088

4.105

4.145

4.203

4.262

4.322

(Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan
pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah tuna sosial terlantar
diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan

dasar anak)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00




Perubahan Renstra Dinsos PPPA

No

Sasaran
OPD

Indikator Kinerja
Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program

2021

2022

2023

2024 2025

2026

Cara Perhitungan

realisasi (dengan
rumus baru)

target

target

target target

target

Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan
pelayanan kebutuhan dasar

16

21

26

30

36

44

Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yangharus
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak

16

21

26

30

36

44

Progra
m
Penan
ganan
Benca
na

Persentase
Pelayanan dasar
urusan wajib
bidang sosial

(jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial
kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar / jumlah
korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota
yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada|
saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten x
50%) + (jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam
yang ditangani / jumlah laporan kejadian bencana sosial
dan alam yang masuk x 50%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

(jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial
kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban
bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang
membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana kabupaten perlindungan dan
jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana daerah kabupaten/ Jumlah Tanggap
Darurat bencana )

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jenis kejadian tanggap darurat bencana alam dan sosial
kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar

Jenis kejadian bencana alam dan sosial di daerah
Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan
sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
kabupaten

jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang
ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam
yang masuk

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang
ditangani

jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang
masuk

Program
Pemeliharaan
Taman Makam
Pahlawan

Persentase Cakupan
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan

%

(Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan /
jumlah taman makam pahlawan) x 100

100

100

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dilakukan
Pemeliharaan

Jumlah Taman Pahlawan




Perubahan Renstra Dinsos PPPA

Kondisi Awal

Target Kinerja Program

No Sasaran OPD i L eideny (I Satuan Cara Perhitungan f 2921 2022 2023 2024 2025 2026
Brodre ealicasicendan target target target target target
rumus baru) 9 9 gel arge arget
Jumlah Taman Pahlawan 1 1 1 1 1
5 | Program Persentase % (((Qumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / 49,90 53,32 58,26 63,90 68,35 73,14
Pemberdayaan peningkatan jumlah OPD) x 50%) + ((Jumlah desa yang melaksanakan
perempuan dan pemberdayaan PUG / Jumlah desa) x 30%) + ((jumlah desa prima kondisi
pengarusutamaan perempuan dan baik / Jumlah desa prima) x 20%)) x 100
gender pengarusutamaan
gender
Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG 35 36 38 40 41 42
Jumlah OPD 42 42 42 42 42 42
Jumlah Kalurahan yang melaksanakan PUG 11 11 12 15 18 22
Jumlah Kalurahan 87 87 87 87 87 87
Jumlah desa prima kondisi baik 6 9 12 15 18 21
Jumlah desa prima 27 27 27 27 27 27
6 | Program Persentase % ((Qumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
Perlindungan perlindungan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah
Perempuan perempuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 50) +
((1- (Jumlah kasus KDRT / jumlah keluarga)) x 50)
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 113 90 48 46 44 42
ditangani secara komprehensif
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 113 90 48 46 44 42
Jumlah kasus KDRT 23 23 24 22 20 18
Jumlah Keluarga 152.833 152.833 152.251 154.383 156.544 158.735
7 |Program Persentase % ((Qumlah Peraturan Desa/Kelurahan Layak Anak / 4,02 8,05 15,52 31,03 46,55 56,90
Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak Jumlah Desalkelurahan ) x 50) + ((Jumlah Desa dan
Anak (PHA) Anak Kelurahan yang telah menyusun gugus tugas layak
anak / Jumlah gugus tugas desa dan kelurahan) x 50)
Jumlah Peraturan Kelurahan Layak Anak 1 2 B) 6 9 12
Jumlah desa/kelurahan 87 87 87 87 87 87
Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun gugus 6 12 24 48 72 87
tugas layak anak
Jumlah gugus tugas desa dan kelurahan 87 87 87 87 87 87
8 | Program Persentase % ((Qumlah Fasilitasi KK yang Mendapat Bantuan 34,26 33,37 32,84 31,30 29,48 27,78
Perlindungan Sosial| Perlindungan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Jumlah Penduduk ) x 100
+ ((Jumlah KK Yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan
Dasar /| Jumlah Penduduk ) x 100)
Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Perlindungan dan 47.360 46.000 45.600 43.320 41.154 39.096
Jaminan Sosial
Jumlah KK Kabupaten Kulon Progo 152.833 152.833 152.251 154.383 156.544 158.735
Jumlah KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.000 5.000 4.400 5.000 5.000 5.000
Jumlah KK 152.833 152.833 152.251 154.383 156.544 158.735




Perubahan Renstra Dinsos PPPA

No|

Sasaran OPD

Indikator Kinerja
Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program

2021

2022

2023

2024 2025

2026

Cara Perhitungan

realisasi (dengan
rumus baru)

target

target

target target

target

©

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/
Kota

Persentase
Peningkatan
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

%

(Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran /
Jumlah bulan dalam satu tahun x 100%) + (Persentase
jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat
waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan
keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) +
(Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan
evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu) +
(Persentase aset kondisi

baik) + (Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat) /
6

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan
dalam satu tahun x 100%

100

100j

100]

100

100

100]

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran

Jumlah bulan dalam satu tahun

Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan
tepat waktu

100

100

100

100

100

100

Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu

Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja
OPD) dalam RPIJMD

Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja
yang disampaikan tepat waktu

100

100

100

100

100

100

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang
disampaikan tepat waktu

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam
RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian
Kinerja Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD
Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan,Profil
Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP)

Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi
Program OPD disampaikan tepat waktu

100]

100j

100]

100

100]

100]

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD
disampaikan tepat waktu

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD
dalam RPJIMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan
evaluasi APBD Bulanan)

Persentase aset kondisi baik

100]

100)

100]

100]

100]

100]

Jumlah aset kondisi baik tahun ke-n

Jumlah keseluruhan asset selama 5 tahun

Persentase realisasi pegawai mengikuti dikiat

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop,
peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar,
workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS

DO : Aset yang dikelola OPD adalah seluruh aset yang

dikelola OPD kecuali aset yang sudah diusulkan
penghapusan (surat usulan penghapusan)
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